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KATA SAMBUTAN 
Bismillahirrahmanirrahim 
 
!ǎǎŀƭŀƳǳΩŀƭŀƛƪǳƳ warahmatullahi wabarakatuh, 

3ÅÇÁÌÁ ÐÕÊÉ ÂÁÇÉ !ÌÌÁÈ 3ÕÂÈÁÎÁÈÕ ×Á 4ÁȭÁÌÁ ÙÁÎÇ ÔÅÌÁÈ ÍÅÍÂÅÒÉËÁÎ ÒÁÈÍÁÔȟ ÔÁÕÆÉËȟ 
dan hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga kita senantiasa menjadi insan yang 
bersyukur dan istiqamah dalam berupaya mewujudkan kesejahteraan umat melalui 
pengelolaan zakat dan wakaf yang amanah dan profesional. Shalawat dan salam semoga 
ÔÅÒÃÕÒÁÈ ËÅÐÁÄÁ .ÁÂÉ -ÕÈÁÍÍÁÄ 3ÈÁÌÌÁÌÌÁÈÕ Ȭ!ÌÁÉÈÉ 7ÁÓÁÌÌÁÍȟ ÂÅÓÅÒÔÁ ËÅÌÕÁÒÇÁȟ 
sahabat, dan umat beliau hingga akhir zaman. 

Zakat dan wakaf merupakan instrumen penting dalam penguatan ekonomi umat 
serta pemberdayaan sosial di Indonesia. Kedua pilar  filantropi  Islam ini  memiliki  potensi 
besar yang, apabila dikelola dengan baik, akan mampu mendukung pembangunan 
nasional secara inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Melalui buku ini, diharapkan 
terbentuk panduan yang komprehensif untuk memperkuat tata kelola, kapasitas sumber 
daya manusia, serta sinergi antar pemangku kepentingan di bidang zakat dan wakaf. 

Buku ini  disusun dengan tujuan memberikan arah kebijakan, strategi, serta langkah 
nyata dalam pembinaan amil zakat dan nazhir wakaf agar semakin kompeten, 
profesional, dan akuntabel. Materi yang tercakup di dalamnya memuat visi, misi, strategi 
pembinaan, rencana aksi, serta indikator kinerja yang terukur dan dapat 
diimplementasikan secara berkelanjutan. 

Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada 
seluruh pihak yang telah berkontribusi  dalam penyusunan buku ini. Semoga dokumen ini 
dapat menjadi rujukan bersama dalam upaya memaksimalkan potensi zakat dan wakaf 
demi kesejahteraan umat dan kemajuan bangsa. 

Semoga Allah Subhanahu wa 4ÁȭÁÌÁ senantiasa meridhai ikhtiar  kita, membimbing 
langkah-langkah kita, serta memberikan keberkahan pada setiap amal yang kita lakukan. 

²ŀǎǎŀƭŀƳǳΩŀƭŀƛƪǳƳ warahmatullahi wabarakatuh. 

Direktur  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M. Ag 
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KATA PENGANTAR 
!ǎǎŀƭŀƳǳΩŀƭŀƛƪǳƳ warahmatullahi wabarakatuh, 

Puji syÕËÕÒ ËÉÔÁ ÐÁÎÊÁÔËÁÎ ËÅ ÈÁÄÉÒÁÔ !ÌÌÁÈ 3ÕÂÈÁÎÁÈÕ ×Á 4ÁȭÁÌÁ ÁÔÁÓ ÓÅÇÁÌÁ 
limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini dapat disusun dan diselesaikan 
dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi 
-ÕÈÁÍÍÁÄ 3ÈÁÌÌÁÌÌÁÈÕ Ȭ!ÌÁÉÈi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para 
pengikutnya hingga akhir zaman. 

Sebagai dua instrumen penting dalam Ekonomi Islam, zakat dan wakaf memiliki 
peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, serta 
pemberdayaan ekonomi umat. Namun, potensi besar ini hanya dapat dioptimalkan 
melalui pengelolaan yang terarah, terukur, dan sesuai dengan prinsip syariah serta 
ketentuan perundang-undangan. 

Buku ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk 
memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, 
serta memperluas sinergi dan kolaborasi dalam ekosistem zakat dan wakaf di Indonesia. 
Harapannya, dokumen ini dapat menjadi pijakan bersama dalam menghadirkan 
pengelolaan zakat dan wakaf yang lebih produktif,  akuntabel, dan berdampak nyata bagi 
kesejahteraan umat. 

Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang 
telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan peta jalan ini. Semoga 
upaya ini  menjadi amal jariyah yang membawa kebaikan dan keberkahan bagi umat dan 
bangsa Indonesia. 

Semoga Allah Subhanahu wa 4ÁȭÁÌÁ senantiasa memberikan kemudahan dan 
membimbing kita dalam menjalankan amanah ini  dengan sebaik-baiknya. 

²ŀǎǎŀƭŀƳǳΩŀƭŀƛƪǳƳ warahmatullahi wabarakatuh. 

Direktur  Pemberdayaan Zakat dan Wakaf 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. H. Waryono Abdul Ghafur, M. Ag 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar  Belakang  

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, diperintahkan secara langsung dalam Al- 
1ÕÒȭÁÎ Surah At-Taubah ayat 103, 

 ̶ϻ̳϶  ̶е̴̵в  ̶б̴̵л̴̵ЮϜ̲н̶в̲ϒ ϣ̲Ц̲Ϲ̲Њě ̲Б̳Ϧ  ̵  ̴' ̶б̳к̳Ͻк  ̲Ͽ̳Ϧ̲м  ̵  ̴'б̴̵луЪ ϝ̲л̴̵Ϡ  ̲Јм̲  ̵  ̴'Ь  ̶б̴̵л̶у̲Я̲К  Ṙ  Ζд̴̵ϖ  ̲Ш̲ ϥ̲̲Я̲Њ  ̰е̲Ы̲Ђ  ̶б̳лΖЮ 
 ṙ  ̳ΖЭЮΖϜ̲м  Ѐ ̰ ̰Йу̴̵в̲ бу̴̵Я̲К 

ȰAmbillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya 
doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi 
Maha MengetahuiȢȱ !ÙÁÔ ÉÎÉ ÍÅÎÅÇÁÓËÁÎ ÂÁÈ×Á ÚÁËÁÔ ÂÕËÁÎ ÈÁÎÙÁ ÍÅÎÊÁÄÉ 
kewajiban finansial, melainkan juga sebagai instrumen penyucian jiwa dan harta 
yang mendatangkan keberkahan bagi muzaki. 

Hal ini diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, 
Ȱ3ÅÓÕÎÇÇÕÈÎÙÁ ÄÉ ÄÁÌÁÍ ÈÁÒÔÁ ÉÔÕ ÁÄÁ ÈÁË ɉÚÁËÁÔɊ ÓÅÌÁÉÎ ÄÁÒÉ ÚÁËÁÔ ÙÁÎÇ 
ÄÉ×ÁÊÉÂËÁÎȢȱ (ÁÄÉÓ ÉÎÉ ÍÅÎÕÎÊÕËËÁÎ ÂÁÈ×Á ÐÅngelolaan zakat tidak boleh bersifat 
minimalis atau simbolik, melainkan harus dilakukan secara amanah dan 
profesional agar manfaatnya benar-benar sampai kepada asnaf delapan golongan 
mustahik. Dalam konteks ini, amil zakat memiliki tanggung jawab besar sebagai 
pengelola yang bukan hanya menyalurkan dana, tetapi juga menjaga akuntabilitas 
dan dampak sosial dari zakat itu sendiri. 

Zakat dan wakaf merupakan dua pilar penting dalam sistem ekonomi Islam 
yang tidak hanya memiliki dimensi ibadah individual, tetapi juga peran strategis 
dalam membangun keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta peradaban umat 
(Miranda Febrianti et.al, 2024). Sebagai instrumen filantropi  Islam, zakat dan wakaf 
berpotensi menjadi fondasi ekonomi alternatif yang inklusif dan berkelanjutan di 
tengah kompleksitas persoalan sosial masyarakat Indonesia. Secara normatif, Islam 
memberikan landasan yang sangat kuat bagi kedua instrumen ini. 

Sementara itu, wakaf juga menjadi salah satu pilar ekonomi Islam yang 
memiliki  daya ungkit tinggi dalam pemberdayaan sosial, ekonomi, dan keagamaan. 
Di tengah meningkatnya kesadaran umat Islam terhadap pentingnya filantropi 
produktif, wakaf menjadi instrumen yang tidak hanya bersifat ibadah, tetapi juga 
mencerminkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Dalam Al-1ÕÒȭÁÎ 
Surah Al-"ÁÑÁÒÁÈ ÁÙÁÔ ςφρȟ !ÌÌÁÈ 374Ȣ ÂÅÒÆÉÒÍÁÎȟ ȰÐÅÒÕÍÐÁÍÁÁÎ ÏÒÁÎÇ ÙÁÎÇ 
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang 
menumbuhkan tujuh bulir, dan pada tiap bulir terdapat seratuÓ ÂÉÊÉȢȱ !ÙÁÔ ÉÎÉ 
menunjukkan bahwa amal yang dilakukan dengan niat tulus, seperti wakaf, dapat 
memberikan manfaat yang berlipat ganda. Hal ini diperkuat oleh sabda Rasulullah 
3!7 ÄÁÌÁÍ ÈÁÄÉÓ ÒÉ×ÁÙÁÔ -ÕÓÌÉÍȟ Ȱ!ÐÁÂÉÌÁ ÁÎÁË !ÄÁÍ ÍÅÎÉÎÇÇÁÌ ÄÕÎÉÁȟ ÍÁËÁ 
terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, 
ÄÁÎ ÁÎÁË ÓÁÌÅÈ ÙÁÎÇ ÍÅÎÄÏÁËÁÎÎÙÁȢȱ 7ÁËÁÆ ÔÅÒÍÁÓÕË ÄÁÌÁÍ ËÁÔÅÇÏÒÉ ÓÅÄÅËÁÈ 
jariyah, karena manfaatnya terus mengalir meskipun pewakaf telah tiada. Dalam 
konteks ini, nazhir memiliki tanggung jawab suci untuk menjaga, mengelola, dan 
mengembangkan harta wakaf agar manfaatnya tidak terputus. 

Munculnya lembaga-lembaga amil zakat yang kredibel di Indonesia, seperti 
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, 
serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, 
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telah mendorong peningkatan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas 
dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Peningkatan ini tidak 
hanya berdampak pada efektivitas distribusi dana kepada mustahik, tetapi juga 
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengelola zakat 
(Asmarani & Kusumaningtias, 2019). 

Selanjutnya, pengelolaan wakaf juga menunjukkan perkembangan signifikan 
melalui penguatan kelembagaan, ditandai dengan pendirian Badan Wakaf 
Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab atas 
pengembangan perwakafan secara nasional. Keberadaan BWI memberikan arah 
strategis dalam pengembangan aset wakaf agar dapat lebih produktif dan 
bermanfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ekosistem wakaf juga 
diperkuat oleh keberadaan nazhir Perseorangan, nazhir Organisasi dan badan 
hukum (NOB), dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). 
Dengan semakin berkembangnya entitas perzakatan dan perwakafan, memberikan 
harapan besar untuk mendukung pembangunan ekonomi umat dan pengentasan 
kemiskinan secara berkelanjutan. Untuk itu, kolaborasi antar entitas perzakatan 
dan perwakafan menjadi penting untuk dilakukan. Kolaborasi ini dapat dilakukan 
dengan memperhatikan karakteristik entitas pengelola zakat dan nazhir wakaf. 
Secara rinci, perbandingan antara entitas pengelola zakat dan nazhir wakaf dapat 
dilihat pada Tabel 1. 
Tabel 1. Perbandingan Entitas Pengelola Zakat dan nazhir Wakaf 
Aspek Entitas Pengelola Zakat Nazhir Wakaf 

Dasar Hukum UU No. 23 Tahun 2011 
tentang Pengelolaan 
Zakat 

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

Bentuk Lembaga Badan Amil Zakat 
Nasional (BAZNAS) dan 
Lembaga Amil Zakat 
(LAZ) 

Nazhir Perseorangan, Nazhir 
Organisasi dan Badan Hukum 

Tugas Utama Mengumpulkan, 
mendistribusikan, dan 
mendayagunakan zakat 

Mengelola dan mengembangkan 
harta wakaf 

Pembinaan Kementerian   Agama 
melaksanakan 
pembinaan terhadap 
BAZNAS,  BAZNAS 
provinsi, BAZNAS 
kabupaten/kota, dan 
LAZ. 
Gubernur   dan 
bupati/walikota 
melaksanakan 
pembinaan terhadap 
BAZNAS  provinsi, 
BAZNAS 
kabupaten/kota,   dan 
LAZ. 

a. Kementerian Agama melakukan 
pembinaan terhadap 
penyelenggaraan wakaf untuk 
mewujudkan tujuan dan fungsi 
wakaf. 

b. Pembinaan oleh Menteri, 
mengikutsertakan Badan Wakaf 
Indonesia. 

c. Pembinaan dilakukan dengan 
memperhatikan saran dan 
pertimbangan Majelis Ulama 
Indonesia 
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Aspek Entitas Pengelola Zakat Nazhir Wakaf 

Bentuk 
Pembinaan 

Fasilitasi, sosialisasi, 
dan edukasi 

a. Penyiapan sarana dan prasarana 
penunjang operasional nazhir 
wakaf baik perseorangan, 
organisasi dan badan hukum; 

b. penyusunan regulasi, pemberian 
motivasi, pemberian fasilitas, 
pengkoordinasian, pemberdayaan 
dan pengembangan terhadap 
harta benda wakaf; 

c. penyediaan fasilitas proses 
sertifikasi Wakaf; 

d. penyiapan dan pengadaan blanko- 
blanko akta ikrar wakaf, baik 
wakaf benda tidak bergerak 
dan/atau benda bergerak; 

e. penyiapan tenaga-tenaga 
penyuluh penerangan di daerah- 
daerah untuk melakukan 
pembinaan dan pengembangan 
wakaf kepada para nazhir sesuai 
dengan lingkupnya; dan 

f. pemberian fasilitas masuknya 
dana-dana wakaf dari dalam dan 
luar negeri dalam pengembangan 
dan pemberdayaan wakaf 

Sumber Dana Zakat,  infaq,  sedekah 
(ZIS), dana sosial 
keagamaan lainnya 

Harta benda wakaf (tanah, uang, dll) 

Sasaran 
Penyaluran 

8 Asnaf (fakir, miskin, 
amil, mualaf, riqab, 
gharimin,   fisabilillah, 
ibnu sabil) 

aŀǳǉǳŦ Ψ!ƭŀƛƘΣ ǎŜǎǳŀƛ ǘǳƧǳŀƴ ǿŀƪŀŦΥ 
pendidikan, sosial, keagamaan, 
ekonomi, dll 

Akuntabilitas BAZNAS 
menyelenggarakan 
fungsi pelaporan dan 
pertanggungjawaban 
pelaksanaan 
pengelolaan zakat 

Nazhir wajib membuat laporan secara 
berkala kepada Menteri dan BWI 
mengenai kegiatan perwakafan 

Perkembangan teknologi digital, termasuk platform pembayaran daring dan 
donasi melalui aplikasi mobile, juga turut memperluas akses masyarakat terhadap 
layanan ZISWAF (Hudaefi & Beik, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa potensi 
penguatan ekosistem ZISWAF dalam mendukung pembangunan nasional semakin 
besar (Lestari et al., 2025; Wulandari et al., 2025). 

Selain amil sebagai pengelola zakat dan nazhir sebagai pengelola wakaf, 
terdapat sejumlah aktor strategis lain dalam ekosistem pengelolaan zakat dan 
wakaf yang juga perlu mendapatkan perhatian dalam peta jalan pembinaan. 
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Diantaranya adalah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berada dalam koordinasi 
BAZNAS dan beroperasi di entitas dengan jumlah pekerja besar, Unit Layanan Zakat 
(ULZ) di dalam koordinasi LAZ, serta mitra  pengumpulan berbasis platform digital. 
Berikut pada wakaf terdapat Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang 
(LKS-PWU) dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). LKS-PWU berperan 
sebagai perantara profesional dalam menerima dan menyalurkan wakaf uang. 

Adapun masih terdapat tantangan pada aspek sumber daya manusia (SDM) di 
dalam ekosistem ini, baik zakat maupun wakaf, yang memahami secara memadai 
konsep fikih zakat dan wakaf, prinsip akuntabilitas pengelolaan zakat dan wakaf, 
serta mekanisme pengumpulan dan penyaluran yang sesuai regulasi dan syariat. 
Oleh karena itu, pembinaan terhadap SDM zakat dan wakaf menjadi sangat penting, 
yang mencakup penguatan kompetensi serta karakter amil dan nazhir, digitalisasi 
layanan dan pelaporan dan manajemen risiko kelembagaan. Selain itu dibutuhkan 
pembinaan berkelanjutan terhadap regulasi terbaru, digitalisasi, serta pemahaman 
terhadap dinamika sosial dan teknis dalam pelaksanaan zakat dan wakaf yang 
profesional dan amanah. 

Secara keseluruhan, penyusunan Peta Jalan Zakat dan Wakaf Nasional 2025ɀ 
2029 ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk memperkuat fondasi 
pengelolaan zakat dan wakaf nasional, dengan meningkatkan kapasitas sumber 
daya manusia yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Dengan 
pembinaan yang tepat sasaran, profesional, dan berlandaskan syariat, zakat dan 
wakaf diharapkan mampu menjadi instrumen utama pembangunan ekonomi 
keumatan, menciptakan kesejahteraan sosial, serta mengangkat muruah peradaban 
Islam di Indonesia secara berkelanjutan. 

1.2. Tujuan  dan Sasaran 
Pengembangan rencana dan sasaran peta jalan pembinaan zakat dan wakaf 
merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa proses pembinaan berjalan 
secara terstruktur, terukur dan sesuai dengan kebutuhan riil para pelaku wakaf di 
berbagai level. Rencana ini disusun berdasarkan prinsip relevansi, keberlanjutan 
dan kolaborasi lintas sektor guna menciptakan ekosistem pembinaan yang inklusif 
dan adaptif terhadap dinamika regulasi serta perkembangan teknologi. Maka dari 
itu tujuan peta jalan pembinaan zakat dan wakaf antara lain: 
a. Menyediakan panduan nasional yang komprehensif dalam pembinaan SDM 

dan kelembagaan zakat dan wakaf yang mencakup aspek regulasi, 
kompetensi, dan karakter. 

b. Menetapkan target capaian dan indikator kinerja pembinaan SDM dan 
kelembagaan zakat dan wakaf secara terukur sebagai acuan dalam 
pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan kebijakan. 

c. Memperkuat peran Kementerian Agama dalam melaksanakan pembinaan 
terhadap BAZNAS dan LAZ serta BWI dan lembaga nazhir untuk mewujudkan 
tujuan dan fungsi zakat dan wakaf. 

d. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam 
membangun ekosistem pembinaan zakat dan wakaf yang terpadu, inklusif  dan 
berdaya saing. 

Adapun sasaran peta jalan pembinaan zakat dan wakaf meliputi:  
a. Pemetaan Kebutuhan Pembinaan. Melakukan asesmen terhadap kapasitas, 

tantangan, dan kebutuhan pembinaan dari berbagai tipe pelaku zakat dan 
wakaf. 
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b. Penyusunan Rencana Aksi Tahunan dan Lima Tahunan. Menyusun rencana 
kerja pembinaan dalam horizon waktu jangka pendek dan menengah, 
termasuk target jumlah peserta, wilayah prioritas, jadwal pelatihan, dan 
tahapan sertifikasi serta tindak lanjut kelembagaan. 

c. Penetapan Target Kuantitatif dan Kualitatif. Menetapkan indikator capaian 
pembinaan secara terukur,  seperti jumlah SDM dan lembaga zakat dan wakaf 
yang dibina, peningkatan jumlah Amil Zakat dan nazhir tersertifikasi, 
pelibatan mitra strategis, serta peningkatan kualitas tata kelola zakat dan 
wakaf. 

d. Penyusunan Kurikulum Pembinaan zakat dan wakaf. Mengembangkan 
kurikulum  pembinaan yang bersifat modular, terstandarisasi, dan berjenjang, 
mencakup aspek syariat, regulasi, manajemen wakaf, kewirausahaan sosial, 
serta teknologi informasi. 

e. Penyusunan Modul Pembinaan zakat dan wakaf. Menyusun modul pembinaan 
secara tematik dan praktis yang dapat digunakan oleh fasilitator  dan lembaga 
pelatihan, mencakup materi dasar dan lanjutan sesuai dengan jenjang 
kompetensi pelaku zakat dan wakaf. 

f. Penguatan Kelembagaan Pelaksana Pembinaan. Memastikan peran aktif 
lembaga pembinaan, perguruan tinggi, asosiasi zakat dan wakaf, serta mitra 
strategis lainnya dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pengembangan 
program pembinaan zakat dan wakaf. 

g. Penyediaan Sistem Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan. Menyusun sistem 
Monev berbasis digital dan berorientasi hasil untuk menilai efektivitas 
program pembinaan, mengevaluasi dampaknya, serta memberikan umpan 
balik terhadap kebijakan dan metode pembinaan. 

h. Pemanfaatan Teknologi untuk Akses Pembinaan. Mengembangkan platform 
daring dan aplikasi digital guna mendukung pelatihan jarak jauh, forum 
diskusi, pengujian kompetensi, dan sertifikasi daring secara lebih luas dan 
efisien. 

i. Penyesuaian terhadap Dinamika Regulasi dan Konteks Sosial. Program 
pembinaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi, 
perkembangan ekonomi syariah, serta dinamika sosial dan teknologi yang 
memengaruhi ekosistem pengelolaan zakat dan wakaf nasional. 

1.3. Ruang Lingkup  
Peta Jalan Pembinaan Zakat dan Wakaf ini disusun dengan ruang lingkup yang 
mencakup tiga komponen utama, yaitu: 
a. Latar Belakang, Tujuan dan Sasaran, Ruang Lingkup, Landasan Hukum dan 

Normatif, Prinsip dan Nilai Dasar Pembinaan yang menjelaskan dasar 
penyusunan, arah kebijakan dan definisi konseptual yang digunakan dalam 
dokumen ini. 

b. Tinjauan Strategis Pembinaan Zakat dan Wakaf yang mencakup Potensi Zakat 
dan Wakaf di Indonesia, Perkembangan Pembinaan Zakat dan Wakaf, Isu dan 
Tantangan Pembinaan Zakat dan Wakaf serta Integrasi dan Harmonisasi 
Pembinaan Zakat dan Wakaf. 

c. Visi, Misi dan Strategi Pembinaan, Indikator Kinerja Utama disusun untuk 
mengukur capaian pembinaan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 

d. Strategi dan Pilar Pembinaan Zakat dan Wakaf, Rencana Aksi Pembinaan dan 
Wakaf serta Implementasi Pembinaan Zakat dan Wakaf sebagai panduan 
dalam pelaksanaan. 
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e. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai reviu pembinaan nazhir secara 
Nasional. 

1.4. Landasan Hukum  dan Normatif  
Kebutuhan pembinaan zakat dan wakaf nasional secara sistematis sesungguhnya 
telah mendapatkan dasar hukum dalam berbagai regulasi nasional. Adapun 
peraturan-peraturan yang menjadi landasan penting untuk mendorong pembinaan 
zakat dan wakaf nasional di Indonesia antara lain: 
a. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang 

mengatur pembinaan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS 
kabupaten/kota, dan LAZ yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi, sosialisasi 
dan edukasi. 

b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengatur secara 
tegas bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai 
peruntukannya, serta bertanggung jawab secara hukum atas pengelolaan 
tersebut. 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang merupakan ketentuan 
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur secara 
rinci terkait Amil Pimpinan, Amil Pelaksana dan Amil pada Lembaga Amil 
(LA), serta menjabarkan peran pemerintah dalam pembinaan untuk 
penguatan kelembagaan BAZNAS dan LAZ. 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pasal 34 ayat 6 dan pasal 41 
ayat 6 terkait  dengan Pelaksana pada BAZNAS Daerah juga dapat berasal dari 
pegawai negeri sipil yang diperbantukan jika diperlukan. Tugas dan fungsi 
Amil Pelaksana di BAZNAS Daerah sebagaimana disebutkan PP Nomor 14 
Tahun 2014 pasal 34 ayat 4 dan pasal 41 ayat 4 yaitu administrasi dan 
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan serta 
pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan 
pendayagunaan zakat. 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, 
yang menjabarkan peran pemerintah dalam pembinaan, pengawasan, dan 
pemberdayaan nazhir. 

f. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pengumpulan 
Wakaf Uang, yang menekankan koordinasi lintas kementerian untuk 
meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM wakaf. 

g. Peraturan Menteri Agama yang mengatur tentang Amil Pelaksana yaitu 
Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional. 

h. Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat. 

i. Keputusan Menteri Agama No. 1061 Tahun 2021 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Sertifikasi nazhir, sebagai bentuk awal upaya formal pembinaan 
berbasis standar kompetensi. 

j. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 24 Tahun 2014 mengatur bahwa BAZNAS 
Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dalam pengelolaan Amil. 

k. Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat, 
sebagai arahan terkait standar perilaku yang amanah, berintegritas dan 
profesional harus dijaga dan ditingkatkan amil zakat dalam pengelolaan zakat. 

l. Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat. 
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m. Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran nazhir 
dan Pengelolaan Wakaf Uang, yang memberikan panduan teknis operasional 
bagi nazhir, termasuk LKS-PWU. 

n. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Manajemen Amil BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, sebagai 
kebijakan strategis yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan tata 
kelola amil di berbagai tingkatan. 

o. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Rincian 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional. 

p. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) No. 30 Tahun 2021 
Bidang Pengelolaan Zakat, yang menjadi acuan dalam sertifikasi profesi 
Bidang Amil Zakat. 

q. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang nazhir dalam 
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 47 Tahun 2021 yang menjadi 
acuan dalam sertifikasi profesi Bidang nazhir. 

1.5. Prinsip  dan Nilai  Dasar Pembinaan  
Peta Jalan Pembinaan Zakat dan Wakaf ini  dilaksanakan berdasarkan enam prinsip 
utama berikut: 
a. Inklusif, yaitu melibatkan pemangku kepentingan yang mendukung dalam 

ekosistem zakat dan wakaf. 
b. Fasilitatif, yaitu berperan sebagai sarana pendukung yang membantu amil, 

nazhir dan lembaga terkait untuk berkembang melalui program pembinaan 
dan akses terhadap sumber daya. 

c. Konsolidatif, yaitu mengutamakan penyelarasan peran, fungsi dan kebijakan 
antar institusi pembina agar tercipta sinergi yang efektif. 

d. Transparan, yaitu menjamin keterbukaan dalam penyusunan kebijakan, 
pelaksanaan program, serta pelaporan hasil pembinaan, sehingga dapat 
dipantau dan dievaluasi oleh seluruh pihak yang berkepentingan. 

e. Akuntabel, yaitu memastikan bahwa setiap kegiatan pembinaan dapat 
dipertanggungjawabkan secara etis, administratif, syariat dan hukum. 

f. Partisipatif, yaitu membuka ruang keterlibatan aktif dari berbagai unsur, 
termasuk asosiasi amil dan nazhir, akademisi, lembaga pembinaan, serta 
perguruan tinggi yang concern terhadap pengembangan zakat dan wakaf, 
dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembinaan amil dan 
nazhir. 



 

BAB II  
TINJAUAN STRATEGIS PEMBINAAN ZAKAT DAN WAKAF NASIONAL 

 
2.1. Potensi  Zakat  dan Wakaf  di  Indonesia  

Perkmbangan zakat dan wakaf sendiri dari waktu ke waktu mencerminkan proses 
panjang bagaimana filantropi Islam beradaptasi dengan dinamika masyarakat, 
regulasi negara, dan tantangan zaman (Piliyanti, 2010; Supriyadi & Hadi, 2019). 
Dalam konteks nasional, transformasi kelembagaan zakat dan wakaf di Indonesia 
menjadi lebih formal dan sistematis seiring dengan lahirnya Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 
Tentang Wakaf (Musthofa & Haidlir, 2022). Salah satu amanah yang menjadi 
motivasi syiar zakat dan wakaf adalah melanjutkan misi amal jariah muzaki dan 
wakif. Hal ini sesuai dengan Al-1ÕÒȭÁÎ ÓÕÒÁÔ ÁÌ-Hasyr ayat 7 yang tertulis: 

  ṙ ę ̶с̲ṙЪ  ̲̲Ь  ̲д̶н̳Ы̲т ϣ̲Ю̶м̳ϸě  Ṥ  ̲е̶у̲Ϡ  ̴̵̭Ṧϝ̲у̴̵ж̶̲̲Н̶ЮϜ б̳Ы̶з̴̵в 
"...supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara 

kamu." Selain itu, inovasi zakat dan wakaf di era digital juga mendorong 
optimalisasi peran zakat dan wakaf dalam mendukung pembangunan 
berkelanjutan, memperluas manfaatnya di berbagai sektor ekonomi dan sosial 
(Nuradi et al., 2024). 
2.1.1. Potensi Zakat 

Zakat dan wakaf memiliki potensi yang besar di Indonesia. Potensi zakat 
nasional telah diidentifikasi melalui pendekatan ekonomi makro oleh 
BAZNAS, mencakup sektor rumah tangga Muslim, penghasilan profesional, 
perusahaan, dan pertanian. Berdasarkan laporan BAZNAS (2023, 2024), 
potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun per tahun. 

Potensi zakat yang begitu besar perlu dioptimalkan realisasi melalui 
sinergi, kolaborasi, dan pembinaan yang sistematis, berkelanjutan, dan 
terintegrasi dalam pengelolaan ZISWAF. Pembinaan diperlukan tidak hanya 
dalam aspek kelembagaan dan manajerial, tetapi juga dalam penguatan 
kapasitas SDM amil, literasi syariat masyarakat, pengembangan instrumen 
digital, serta harmonisasi regulasi pusat-daerah. Tanpa pembinaan yang 
strategis, potensi besar ZISWAF akan terus menjadi angka statistik tanpa 
dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan umat. Dengan demikian, 
penyusunan Peta Jalan Pembinaan ZISWAF 2025ɀ2029 menjadi suatu 
keniscayaan untuk menjawab tantangan dan memaksimalkan peran ZISWAF 
sebagai pilar ekonomi umat yang produktif dan berkeadilan. 

Dalam satu dekade terakhir, tren penghimpunan dana ZISWAF di 
Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan, baik dari sisi 
kesadaran masyarakat maupun dari sisi kelembagaan (BAZNAS, 2023). 
Namun, terdapat gap besar antara potensi zakat dan realisasi penghimpunan 
yang baru mencapai sekitar 10% dari target (Aisyah & Marliyah, 2025; Zaenal 
et al., 2024). Secara rinci, ini dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Perkembangan Pengumpulan Zakat di Indonesia periode 2013- 

2023 
Sumber: Zaenal et al. (2024) 

2.1.2. Potensi Wakaf 
Berdasarkan data resmi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian 
Agama (2023), potensi wakaf uang nasional mencapai sekitar Rp181 triliun 
per tahun. Sayangnya, potensi besar ini belum diiringi oleh realisasi yang 
signifikan. Hingga tahun 2024, penghimpunan wakaf uang nasional baru 
mencapai sekitar 3 triliun rupiah atau kurang dari 2% dari potensi yang ada. 
Aset wakaf tanah yang telah tercatat di Indonesia mencakup lebih dari 57.263 
hektar di lebih dari 440.512 lokasi (SIWAK, Juni 2025). Berdasarkan data dari 
Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga saat ini terdapat 134.237 bidang 
tanah wakaf di Indonesia yang telah memperoleh sertifikat resmi. Total luas 
tanah wakaf yang bersertifikat ini mencapai angka yang sangat signifikan, 
yaitu 111.481.173 meter persegi (m²). Rata-rata, setiap bidang tanah wakaf 
yang telah bersertifikat memiliki luas sekitar 1.063,53 m², menunjukkan 
bahwa wakaf tidak hanya hadir dalam bentuk lahan kecil, tetapi juga dalam 
ukuran yang cukup besar dan potensial untuk dikembangkan menjadi aset 
produkt if. 

Secara spasial, distribusi tanah wakaf ini bervariasi di setiap wilayah. 
Provinsi Jawa Timur mencatat jumlah bidang terbanyak dengan 29.395 
bidang, menandakan tingginya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam 
perwakafan tanah. Sementara itu, DKI Jakarta memiliki 3.707 bidang, 
mencerminkan tantangan sekaligus peluang pengelolaan wakaf di kawasan 
urban. Di sisi lain, Aceh menunjukkan kontribusi yang kuat di wilayah barat 
Indonesia dengan 5.357 bidang tanah wakaf bersertifikat. Data ini 
menegaskan bahwa potensi wakaf tanah di Indonesia sangat besar dan 
tersebar luas, namun juga membutuhkan pengelolaan yang lebih profesional 
dan produktif.  Sertifikasi tanah wakaf merupakan langkah awal yang penting 
dalam memastikan legalitas, perlindungan hukum, dan optimalisasi 
pemanfaatannya untuk kepentingan umat. 
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Gambar 2. Tanah Wakaf Bersertifikat  di Indonesia 

Sumber: Data Kementerian ATR/BPN (2019) 
2.2. Perkembangan  Pembinaan  Zakat dan Wakaf 
2.2.1. Perkembangan Pembinaan Zakat 

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang 
memiliki fungsi spiritual dan sosial. Dalam konteks negara modern, zakat tidak 
hanya dipahami sebagai kewajiban individu terhadap harta, melainkan sebagai 
potensi sumber dana publik yang dapat membantu mengentaskan kemiskinan, 
mengurangi kesenjangan sosial, serta mendukung pembangunan ekonomi umat. Di 
Indonesia pengelolaan zakat mengalami perkembangan signifikan, baik dari sisi 
regulasi, kelembagaan, maupun sistem pengelolaan dan distribusinya. 

Bila kita telusuri, zakat sendiri berasal dari kata zakat yang berarti suci, 
tumbuh, dan berkembang. Dalam Islam, zakat adalah kewajiban finansial bagi 
setiap Muslim yang mampu terhadap sebagian harta yang dimiliki, yang kemudian 
didistribusikan  kepada delapan golongan penerima zakat (mustahik) sebagaimana 
disebutkan dalam QS. At-Taubah: 60. Menurut Qaradhawi (1999), zakat merupakan 
sistem distribusi kekayaan yang adil, dengan peran penting dalam memperkuat 
struktur ekonomi umat dan mendorong solidaritas sosial. Dengan kata lain, zakat 
adalah instrumen keuangan sosial Islam yang strategis untuk pemerataan dan 
pemberdayaan. 

Dalam ajaran Islam zakat tidak saja memiliki dimensi spiritual, namun juga 
memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Dalam dimensi ekonomi, ternyata zakat 
merupakan salah satu pilar utama penguatan ekonomi umat. Sebagai kewajiban 
bagi setiap Muslim yang mampu, zakat memiliki  peran penting dalam mewujudkan 
keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, dan mendukung pembangunan umat. Di 
Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, pembinaan zakat 
telah mengalami perkembangan yang signifikan, dari sistem tradisional hingga 
pembinaan yang terintegrasi secara kelembagaan dan regulatif oleh negara. 

Dengan meningkatnya pengelolaan zakat, meningkat pula kebutuhan untuk 
pembinaan amil dan Lembaga pengelola zakat di Indonesia agar bisa memperkuat 
kemajuan pengelolaan zakat Indonesia. Pembinaan zakat juga  mengalami 
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perubahan seiring dengan perkembangan pengelolaan zakat yang terus meningkat, 
yang tadinya dari sistem tradisional menuju sistem yang lebih terstruktur,  modern, 
dan berbasis regulasi. Peran negara dalam pembinaan zakat semakin diperlukan 
untuk menguatkan sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dan Masyarakat. Hal 
ini akan menjadi kunci dalam meningkatkan potensi zakat sebagai instrumen 
keuangan sosial Islam yang berdaya guna tinggi. 

Sejarah dan perkembangan pembinaan zakat di Indonesia cukup dinamis. 
Perkembangannya menunjukkan evolusi pengelolaan zakat dari masa ke masa, 
peran kelembagaan, hingga kebijakan pemerintah dalam pembinaannya. Secara 
umum dinamika perkembangan ini  terbagi ke dalam dua garis besar, yang pertama 
masa sebelum reformasi dan kedua masa pasca reformasi. Pengelolaan zakat jauh 
sebelum reformasi berada dalam fase tradisi masyarakat Islam Nusantara. Tradisi 
ini  berlangsung sebelum Indonesia merdeka. Dalam praktiknya, pengelolaan zakat 
dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat. Ketika itu, lembaga zakat belum 
terbentuk secara formal. Praktik zakat dilakukan melalui tokoh agama, imam 
masjid, atau kepala adat. Distribusi zakat bersifat lokal, dengan mekanisme 
informal dan belum terorganisir. 

Menurut Ahmad (2015), sistem tradisional dalam pengelolaan zakat 
walaupun sederhana, memiliki kelebihan dalam hal kedekatan emosional antara 
pemberi dan penerima zakat. Namun, kelemahannya terletak pada kurangnya 
transparansi, akuntabilitas, dan jangkauan distribusi zakat yang terbatas. 

Selanjutnya, ketika memasuki masa Orde Lama (1945ɀ1966), pembinaan 
pengelola zakat juga masih belum terlalu optimal. Hal ini karena pada masa ini 
belum ada kebijakan atau regulasi khusus dari pemerintah terkait pengelolaan 
zakat. Pemerintah lebih fokus pada pembentukan negara dan stabilisasi politik. 
Zakat masih menjadi urusan masyarakat dan organisasi keagamaan. 

Setelahnya, masuklah pada era pra-Orde Baru. Pada masa ini  pembinaan zakat 
belum terbentuk secara baik. Saat itu, belum ada lembaga-lembaga formal yang ada. 
Karena zakat ketika itu sepenuhnya dikelola secara tradisional oleh tokoh 
masyarakat atau pengurus masjid, maka pembinaan yang dilakukan pun tidak 
tercatat dengan baik. Dan saat yang sama, sistem pengumpulan dan distribusi 
sangat bersifat lokal dan tidak terkoordinasi secara nasional. Pada perkembangan 
setelahnya, yakni pada masa Orde Baru (1966ɀ1998), pemerintah mulai 
menunjukkan perhatian terhadap zakat. Beberapa upaya dilakukan untuk 
memberikan wadah formal, di antaranya pembentukan Unit Pengumpul Zakat 
(UPZ) di instansi pemerintah dan organisasi Islam. 

Bagian kedua dari masa sebelum reformasi adalah masa Orde Baru (1966ɀ 
1998). Pada masa ini, pemerintah mulai menunjukkan perhatian terhadap 
pengelolaan zakat, meskipun masih bersifat terbatas. Beberapa organisasi 
masyarakat seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama telah memiliki lembaga 
zakat tersendiri. Pada tahun 1990-an, mulai bermunculan sejumlah lembaga zakat 
seperti Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, PKPU dan beberapa Lembaga zakat lainnya. 
Mulai saat ini pembinaan zakat kian sistematis dan terstruktur. Pada tahun 1991, 
pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1991 yang mendorong 
pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) di tingkat daerah dan pusat. Instruksi ini 
menjadi tonggak awal pembinaan zakat secara lebih sistematis oleh negara. 

Beranjak pada bagian penting kedua, dalam sejarah pembinaan pengelolaan 
zakat yaitu Masa Reformasi hingga sekarang. Perkembangan pembinaan zakat 
menjadi semakin pesat setelah reformasi, ditandai dengan disahkannya Undang- 
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Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian diperkuat 
dengan UU No. 23 Tahun 2011. Dengan kemunculan UU Pengelolaan Zakat 2011 ini 
menjadi tonggak penting dalam integrasi antara kebijakan negara dan sistem zakat 
yang berbasis syariah. Demikian pula muncul dan berkembang secara sistematis 
proses pembinaan pengelola zakat yang walaupun semakin menguat, namun masih 
lebih banyak berdasar kebutuhan organisasi masing-masing lembaga zakat. 
2.2.1.1. Kelembagaan dan Pembinaan Zakat 

Di Indonesia terdapat dua tipe lembaga pengelola zakat, yaitu: Pertama 
BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), yakni lembaga pengelola zakat resmi 
bentukan pemerintah dan; Kedua, LAZ (Lembaga Amil Zakat), lembaga ini 
dibentuk oleh masyarakat yang mendapat izin dari Kementerian Agama. 
BAZNAS dan LAZ memiliki Tiga tingkatan yaitu : BAZNAS terdiri dari 
BAZNAS RI (tingkat nasional), BAZNAS Provinsi dan BAZNAS 
Kabupaten/Kota. 
a. Adapun pembinaan zakat oleh pemerintah mencakup: 
b. Regulasi dan kebijakan nasional zakat. 
c. Standardisasi dan sertifikasi amil. 
d. Sistem pelaporan dan akuntabilitas. 
e. Integrasi data dan sistem informasi zakat (e-Zakat). 
f. Edukasi dan literasi  zakat. 
g. Dalam perkembangannya, berdasar Laporan World Zakat Forum 

(2021), Indonesia menjadi salah satu negara dengan sistem 
pengelolaan zakat paling maju karena integrasi antara teknologi, 
regulasi, dan kelembagaan. 

2.2.2. Perkembangan Pembinaan Wakaf 
Pengembangan wakaf di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam aspek 
kualitas dan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) serta kelembagaan wakaf. 

Banyaknya stakeholder yang terlibat  dalam pengembangan wakaf menuntut 
pembinaan wakaf agar para stakeholder memahami peran dan tanggung jawabnya. 

Kementerian Agama bersama Badan Wakaf Indonesia melakukan pembinaan 
terhadap stakeholder yang terlibat  dalam perwakafan nasional terdiri  dari berbagai 
institusi  dan kelembagaan dengan data sebagai berikut;  
STAKEHOLDER JUMLAH (TAHUN 2024) 

BWI 
Provinsi/Kab/Kota  

34 BWI Provinsi, 460 BWI Kabupaten/Kota 

nazhir 400.000 nazhir, 472 nazhir wakaf uang 
KUA/PPAIW 5.917 KUA (Sumber : PMA 24 Tahun 2024) 

LKS-PWU (Bank 
Syariah Penerima 
Wakaf Uang) 

54 Lembaga Keuangan syariah yang terdiri  dari Bank 
Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Asosiasi Bidang 
Perwakafan 

2 Asosiasi (Forum Wakaf Produktif dan Asosiasi Nazhir 
Indonesia) 

Belum lengkapnya keberadaan BWI Perwakilan di Provinsi dan 
Kabupaten/Kota berakibat pada pembinaan nazhir di Provinsi dan Kabupaten Kota 
tidak optimal sehingga Hak nazhir untuk mendapatkan pembinaan sesuai amanat 
Undang-Undang belum tertunaikan. Saat ini BWI Perwakilan Provinsi baru 
terpenuhi 63% dan BWI Perwakilan Kabupaten/Kota 52,7%. 

Jumlah nazhir saat ini, berjumlah 445.504 (update per 02 Juli 2025) yang 
terdiri  dari 66% nazhir Perseorangan, 16% nazhir organisasi dan 18% nazhir 
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Badan Hukum serta 472 nazhir Wakaf Uang berasal dari nazhir Organisasi dan 
Badan Hukum (BWI, 2024). Dengan nazhir mayoritas masih perorangan, memiliki 
keterbatasan kompetensi dan profesionalisme dalam mengelola aset wakaf secara 
produktif. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas 
institusional dan membangun ekosistem wakaf yang lebih profesional dan 
transparan. 

Mengutip data Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Badan wakaf Indonesia, 
hingga saat ini  telah melakukan Pelatihan dan Sertifikasi nazhir Wakaf kepada 5830 
Asesi yang tersebar di seluruh Indonesia dengan dukungan 114 Asesor. Skema 
sertifikasi yang dikembangkan terdiri dari 10 skema Klaster dengan 2 Level yakni 
Level Perencana dan Level Pelaksana. Hal ini sesuai dengan Standar Kompetensi 
Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) No. 47 tahun 2021. 

2.3. Isu dan Tantangan  Pembinaan  Zakat dan Wakaf  
2.3.1. Isu dan Tantangan Zakat 

Pembinaan terhadap pengelola zakat (amil zakat) merupakan aspek krusial dalam 
memastikan keberhasilan tata kelola zakat secara nasional. Meskipun telah terjadi 
perkembangan kelembagaan yang pesat, seperti berdirinya Badan Amil Zakat 
Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), namun kualitas sumber daya 
manusia (SDM) pengelola zakat masih menghadapi sejumlah isu mendasar. 

Isu pembinaan pengelola zakat di Indonesia adalah tantangan serius yang 
perlu disikapi dengan kebijakan yang progresif. Tanpa SDM amil yang profesional, 
berkompeten, dan adaptif terhadap teknologi, pengelolaan zakat tidak akan 
optimal, bahkan berpotensi kehilangan kepercayaan publik. Maka dari itu, 
pemerintah, BAZNAS, dan seluruh stakeholder zakat perlu menjadikan penguatan 
kapasitas SDM pengelola zakat sebagai agenda strategis demi mewujudkan zakat 
yang berdaya, amanah, dan berdampak. 

Dalam proses pembinaan pengelola zakat, ada dua tantangan utama dalam 
pembinaan zakat di Indonesia yaitu, tantangan eksternal dan tantangan internal. 
Tantangan eksternal meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, distribusi yang 
belum merata, peraturan pemerintah (regulasi), kondisi ekonomi, demografi, serta 
infrastruktur  yang belum memadai. Adapun tantangan internal  adalah kualitas dan 
profesionalisme amil yang masih belum merata, kurangnya standardisasi 
kompetensi dan sertifikasi amil, kesenjangan kapasitas antara lembaga besar dan 
kecil, minimnya pembinaan berkelanjutan dari pemerintah dan Baznas serta belum 
optimalnya pemanfaatan teknologi oleh pengelola zakat. 

Berikut penjelasan singkat terkait tantangan eksternal dalam pembinaan 
pengelolaan zakat, yaitu: 
a. Pertama, kurangnya kesadaran masyarakat (literasi zakat yang rendah). 

Harus diakui bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia tentang zakat 
masih rendah, terutama dalam memahami bahwa zakat tidak hanya bisa 
disalurkan secara langsung, tetapi sebaiknya melalui lembaga resmi agar 
lebih tepat guna, terukur, dan akuntabel. Pada dasarnya, banyak masyarakat 
belum memahami jenis-jenis zakat (zakat mal, zakat penghasilan, zakat 
perusahaan, dll), syarat-syarat kewajiban zakat dan perhitungannya, dan 
manfaat zakat dalam skala pembangunan sosial yang lebih luas. Menurut 
survei Indeks Literasi Zakat Nasional (BAZNAS, 2022), skor literasi zakat 
nasional hanya berada di angka 66,07 (kategori sedang). Hal ini  menunjukkan 
perlunya peningkatan edukasi zakat secara masif dan terstruktur,  terutama di 
daerah pedesaan dan pinggiran kota. 
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b. Kedua, distribusi  zakat yang belum merata. Soal distribusi  zakat ini  juga harus 
diakui masih mengalami ketimpangan wilayah. Sebagian besar 
penghimpunan zakat terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan pusat ekonomi 
seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, sedangkan daerah terpencil, 
perbatasan, dan tert inggal masih minim layanan pengelolaan zakat. Penyebab 
ketimpangan ini cukup beragam, diantaranya disebabkan oleh konsentrasi 
dan sebaran LAZ besar lebih banyak berada di kota-kota besar, terbatasnya 
jaringan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di daerah tertinggal, serta terdapatnya 
biaya operasional distribusi zakat yang tinggi di wilayah geografis yang sulit 
dijangkau. Akibatnya, potensi zakat di daerah tidak tergali maksimal, dan 
mustahik di wilayah-wilayah rentan seringkali luput dari pendistribusian 
yang adil. 

c. Ketiga, peraturan pemerintah (regulasi) yang belum komprehensif. Fakta hari 
ini, meskipun Indonesia telah memiliki UU No. 23 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakat, namun implementasinya masih menghadapi tantangan. 
Ada tiga tantangan terkait regulasi ini, yaitu: (1). Tidak adanya sanksi bagi 
muzaki yang tidak menyalurkan zakat melalui lembaga resmi; (2). Belum 
adanya insentif pajak yang kuat untuk mendorong perusahaan menyalurkan 
zakat; (3). Tumpang tindih kewenangan antara pusat, provinsi, dan 
kabupaten/kot a dalam pengawasan LAZ dan BAZNAS daerah. Di luar itu, 
beberapa pemerintah daerah belum secara optimal mengeluarkan peraturan 
daerah (Perda) zakat yang bisa memperkuat peran lembaga zakat lokal dalam 
menyelaraskan kebijakan penanggulangan kemiskinan. 

d. Keempat, kondisi ekonomi nasional. Kondisi ekonomi nasional sangat 
mempengaruhi daya bayar muzaki. Ketika terjadi  resesi ekonomi, inflasi, atau 
PHK massal, potensi zakat menurun drastis karena pendapatan masyarakat 
menurun, perusahaan mengurangi kegiatan CSR dan dana sosial, serta 
masyarakat memprioritaskan kebutuhan pokok dan menunda pembayaran 
zakat. Contohnya, selama pandemi COVID-19 (2020ɀ2021), banyak lembaga 
zakat mengalami penurunan penghimpunan dana hingga 20ɀ40% (BAZNAS, 
2021). Ini menunjukkan bahwa krisis ekonomi memiliki dampak langsung 
terhadap penghimpunan zakat. 

e. Kelima, faktor demografi. Indonesia memiliki sebaran penduduk yang sangat 
luas, dengan keragaman usia, pendidikan, etnis, serta tingkat ekonomi. 
Tantangan demografi dalam pembinaan zakat mencakup generasi muda 
urban yang cenderung tidak memiliki wawasan zakat karena terfokus pada 
gaya hidup konsumtif, daerah mayoritas non-Muslim yang tidak 
memungkinkan pembinaan zakat secara signifikan, dan perbedaan budaya 
lokal yang mempengaruhi persepsi dan praktik zakat (misalnya, masih 
dominannya sedekah langsung atau bantuan adat dibanding zakat formal). 
Keberagaman ini menuntut pendekatan pembinaan zakat yang lebih 
kontekstual, kreatif, dan responsif terhadap karakteristik lokal. 

f. Keenam, infrastruktur yang belum memadai. Infrastruktur sangat 
menentukan sejauh mana zakat bisa dijangkau dan disalurkan secara efektif. 
Masalah infrastruktur  yang dihadapi mencakup akses transportasi terbatas ke 
daerah tertinggal, jaringan internet dan teknologi digital belum menjangkau 
semua wilayah, sehingga pengelolaan e-zakat tidak dapat diterapkan secara 
merata, serta kurangnya kantor cabang lembaga zakat di daerah-daerah kecil 
yang jauh dari pusat kota. Tanpa infrastruktur  yang mendukung, lembaga 
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zakat akan kesulitan melakukan sosialisasi, edukasi, penghimpunan, hingga 
pendistribusian zakat secara efisien. 
Secara umum tantangan eksternal dalam pembinaan zakat bukanlah hal yang 

mudah diatasi karena bersifat struktural dan menyangkut banyak aktor. Namun, 
memahami tantangan ini secara komprehensif adalah langkah awal untuk 
merancang solusi dan strategi pembinaan zakat yang lebih baik. Pemerintah, 
BAZNAS, LAZ, dan masyarakat sipil  perlu bersinergi dalam menghadapi hambatan- 
hambatan ini, baik melalui peningkatan literasi zakat, penguatan regulasi dan 
insentif, pemerataan distribusi layanan zakat, maupun investasi dalam 
infrastruktur digital dan fisik. Zakat yang dikelola secara profesional dan inklusif 
bukan hanya akan meningkatkan kepercayaan muzaki, tetapi juga mengoptimalkan 
perannya dalam pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan secara 
berkelanjutan. 

Adapun tantangan internal  dalam pembinaan pengelolaan zakat sebagaimana 
dijelaskan secara singkat di bawah ini: 
a. Pertama, Kualitas dan Profesionalisme Amil Masih Belum Merata. Banyak 

pengelola zakat yang belum memiliki latar belakang pendidikan atau 
pelatihan formal tentang manajemen zakat, keuangan syariah, atau akuntansi 
zakat. Hal ini berdampak pada rendahnya kemampuan mereka dalam 
mengelola dana zakat secara efektif dan efisien, membuat laporan keuangan 
sesuai PSAK 109, serta merancang program pendistribusian zakat produktif 
berbasis pemberdayaan. Menurut penelitian Beik & Arsyianti (2016), salah 
satu kendala efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia adalah rendahnya 
kapasitas kelembagaan dan SDM pada tingkat daerah. 

b. Kedua, Kurangnya Standardisasi Kompetensi dan Sertifikasi Amil. Meskipun 
asosiasi bidang perzakatan dan BAZNAS telah memulai program sertifikasi 
amil, pelaksanaannya masih belum menyeluruh dan belum menjadi syarat 
wajib bagi semua pengelola. Akibatnya, tidak ada standar kompetensi 
nasional bagi profesi amil zakat, perbedaan kualitas layanan antar LAZ dan 
BAZNAS daerah sangat tinggi, dan rendahnya kepercayaan masyarakat 
terhadap sebagian lembaga zakat yang tidak dikelola secara profesional. 

c. Ketiga, Kesenjangan Kapasitas antara Lembaga Besar dan Kecil. Di Indonesia, 
sejumlah LAZ besar dan lama seperti Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, PKPU 
(sekarang IZI), LAZISMU, LAZISNU dan beberapa lainnya telah cukup memiliki 
sistem yang modern dan SDM yang cukup kuat. Namun banyak LAZ atau UPZ 
kecil, terutama di daerah, masih dikelola secara sukarela, manual, dan belum 
menerapkan sistem pelaporan digital. Hal ini menciptakan kesenjangan 
pengelolaan dan memperlebar gap antara potensi zakat dan realisasi 
penghimpunan serta pendistribusiannya. 

d. Keempat, Minimnya Pembinaan Berkelanjutan dari Pemerintah dan BAZNAS. 
Meskipun BAZNAS RI memiliki fungsi pembinaan terhadap BAZNAS daerah 
dan LAZ, kegiatan pembinaan masih belum rutin,  berkelanjutan, atau berbasis 
kebutuhan. Hambatan ini terjadi karena terbatasnya anggaran pembinaan, 
minimnya SDM pelatih dan pendamping profesional, serta lemahnya sistem 
monitoring dan evaluasi terhadap kualitas SDM pengelola zakat. 

e. Kelima, Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi oleh Pengelola. Di era 
digital, kemampuan amil untuk mengelola sistem digital zakat (e-zakat, 
pelaporan daring, analisis data muzaki-mustahik) sangat penting. Namun, 
banyak pengelola zakat di daerah belum memiliki keterampilan digital dasar 
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seperti penggunaan sistem informasi zakat, pemanfaatan media sosial dan 
aplikasi mobile untuk edukasi zakat, serta analisis data untuk perencanaan 
program berbasis kebutuhan mustahik. 
2.3.1.1. Tantangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pembinaan Zakat 

Tantangan dalam pembinaan sumber daya manusia (SDM) pengelola 
zakat tidak hanya mencakup aspek eksternal dan internal 
kelembagaan, namun juga berasal dari kondisi internal  SDM itu  
sendiri. Tantangan-tantangan ini  perlu dikenali secara menyeluruh 
agar pembinaan SDM dapat dirancang secara tepat guna mendukung 
tata kelola zakat yang efektif, transparan, dan berdampak. 

Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi. 
1. Keterbatasan Jumlah SDM 

Salah satu tantangan utama adalah jumlah SDM yang masih 
sangat terbatas jika dibandingkan dengan luasnya wilayah kerja 
dan besarnya potensi zakat di Indonesia. Banyak lembaga amil 
zakat, khususnya di tingkat kabupaten/kota atau kecamatan, 
hanya memiliki sedikit staf yang harus menangani berbagai 
fungsi sekaligus, mulai dari penghimpunan, pendistribusian, 
pelaporan, hingga edukasi zakat. Akibatnya, beban kerja 
menjadi tidak proporsional dan efektivitas operasional 
menurun. Keterbatasan tenaga ini juga menghambat 
optimalisasi program-program zakat yang telah dirancang. Oleh 
karena itu, peningkatan kapasitas dan jumlah SDM menjadi 
aspek krusial dalam pembinaan zakat. 

2. Kualitas dan Kompetensi yang Belum Merata 
Tantangan berikutnya terletak pada ketimpangan kualitas dan 
kompetensi SDM pengelola zakat. Banyak pengelola, terutama 
di daerah, menjalankan tugasnya secara sukarela dan tidak 
memiliki  latar belakang profesional di bidang manajemen zakat, 
akuntansi syariah, teknologi informasi, atau strategi 
pemberdayaan masyarakat. Dampaknya meliputi kesalahan 
dalam perhitungan zakat, kurangnya inovasi dalam distribusi, 
serta ketidakmampuan menyusun laporan keuangan sesuai 
standar akuntansi syariah (PSAK 109). Data dari Forum Zakat 
(FOZ, 2022) menunjukkan bahwa hanya 38% pengelola zakat 
tingkat daerah yang pernah menerima pelatihan formal di 
bidang manajemen zakat dan organisasi sosial. 

3. Potensi Konflik Internal  SDM 
Dengan bertambahnya jumlah lembaga amil zakat, potensi 
konflik antar SDM juga meningkat, terutama jika tidak ada 
sinergi dan regulasi internal yang baik. Konflik bisa muncul 
karena perbedaan peran dan tanggung jawab, kepentingan 
pribadi  vs. organisasi, latar belakang dan kompetensi yang tidak 
seragam, ketimpangan dalam pemberian insentif, serta konflik 
antar generasi. Meski konflik  tidak dapat dihindari  sepenuhnya, 
ia harus dikelola secara bijaksana melalui regulasi internal, 
pembinaan berkelanjutan, dan penguatan nilai-nilai 
kelembagaan agar tidak menghambat kinerja organisasi. 
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4. Kesenjangan Akses dan Kesempatan 
Masih adanya kesenjangan wilayah dalam hal akses pendidikan, 
kesehatan, dan kesempatan ekonomi antara daerah perkotaan 
dan pedesaan turut berdampak pada pengelolaan SDM zakat. 
SDM di wilayah marginal sering kali menghadapi keterbatasan 
dalam memperoleh pelatihan dan pengembangan kapasitas. 
Oleh karena itu, kebijakan pembinaan SDM zakat harus bersifat 
inklusif, memastikan akses dan kesempatan yang merata bagi 
semua individu, termasuk kelompok marginal, dalam 
memperoleh pendidikan, pelatihan, dan penguatan kapasitas 
profesional. 

2.3.1.2. Upaya Mengatasi Tantangan Pembinaan Pengelola Zakat 
Dengan melihat besarnya tantangan pembinaan zakat ke depan, 
diperlukan langkah-langkah taktis dan strategis sebagai berikut: 
1. Penguatan Karakter dan Kepemimpinan SDM Pengelola Zakat 

a. Pembentukan & penguatan karakter SDM Pengelola zakat 
SDM Pengelola zakat harus dilatih, dibina dan diberikan 
warna dan jati diri sebagai SDM pengelola zakat yang 
berintegritas dan memiliki spirit profesional dan agile. 

b. Memiliki semangat untuk bisa melalui persaingan global. 
Globalisasi meningkatkan persaingan, sehingga SDM perlu 
memiliki daya saing global, juga ketangguhan atas 
berbagai perubahan dan bahkan disrupsi yang terjadi di 
berbagai bidang kehidupan. 

c. Memiliki skema peningkatan SDM pengelola zakat dalam 
bingkai manajemen SDM. Tantangan dalam merekrut, 
mempertahankan, dan mengembangkan karyawan 
berkualitas, serta menciptakan lingkungan kerja yang 
positif. 

d. Kepemimpinan SDM pengelola zakat. Untuk mendorong 
penguatan kepemimpinan pengelolaan SDM pengelola 
zakat diperlukan model kepemimpinan yang adaptif. 
Kepemimpinan ini diperlukan dalam melakukan respon 
terhadap berbagai perubahan yang terjadi. 

2. Standardisasi dan Sertifikasi Nasional Amil 
a. Pemerintah melalui Kementerian Agama dan BAZNAS 

perlu mengeluarkan kebijakan wajib sertifikasi bagi amil 
zakat. 

b. Lembaga sertifikasi profesi (LSP Amil) perlu diakui secara 
nasional. 

3. Program Pembinaan Berbasis Kompetensi 
a. Literasi dan Pendidikan. Akses terhadap pendidikan 

berkualitas dan merata, serta peningkatan literasi 
masyarakat, menjadi krusial untuk pengembangan SDM. 

b. Keterampilan yang Relevan. Kesenjangan antara 
keterampilan yang dimiliki  SDM dengan kebutuhan pasar 
kerja (skill  gap) menjadi tantangan besar, terutama di era 
digital. 
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c. Pengembangan Kompetensi. Pelatihan dan 
pengembangan keterampilan yang berkelanjutan menjadi 
penting untuk meningkatkan daya saing SDM. 

d. Menyelenggarakan pelatihan rutin daring dan luring 
untuk semua level pengelola zakat. 

4. Penguatan Infrastruktur, Manajemen SDM, dan Penguatan 
Teknologi & Digitalisasi 
a. Pengembangan Infrastruktur.  Meningkatkan 

infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan teknologi 
penguatan yang mempermudah bisnis proses pengelolaan 
zakat. 

b. Kebijakan yang Mendukung. Menerapkan kebijakan yang 
mendukung pengembangan SDM, termasuk kebijakan 
inklusi dan perlindungan tenaga kerja. 

c. Peningkatan teknologi. Perubahan teknologi yang pesat 
menuntut SDM untuk memiliki kemampuan adaptasi dan 
penguasaan teknologi. 

d. Pengelolaan SDM yang Efektif. Meningkatkan efektivitas 
pengelolaan SDM dalam organisasi, termasuk perekrutan, 
pengembangan, dan retensi karyawan. 

e. Mengembangkan sistem manajemen SDM berbasis digital 
di BAZNAS dan LAZ. 

f. Melatih amil dalam penggunaan dashboard digital, 
pelaporan berbasis cloud, dan e-learning. 

g. Digitalisasi Zakat. Perkembangan teknologi finansial 
(fintech) mendorong digitalisasi pengumpulan zakat. 
Beberapa platform e-commerce, dompet digital, dan 
perbankan syariah telah menyediakan kanal khusus zakat 
melalui QRIS, payment gateway, dan aplikasi zakat daring. 
Inovasi ini memudahkan muzaki dari kalangan muda dan 
urban untuk menunaikan zakat dengan praktis dan 
transparan. 

h. Pemanfaatan Big Data dan AI. Beberapa lembaga besar 
mulai menerapkan big data dan artificial intelligence (AI) 
untuk memetakan potensi zakat, karakteristik muzaki, 
serta efektivitas pendistribusian. Hal ini  memberi peluang 
untuk mengembangkan strategi penghimpunan yang 
lebih personal dan distribusi yang lebih tepat sasaran. 

5. Dana Khusus untuk Pembinaan SDM Pengelola Zakat 
a. Alokasi anggaran khusus dalam APBN dan APBD untuk 

pembinaan SDM zakat. 
b. Dana ini bisa digunakan untuk beasiswa pelatihan, 

sertifikasi, dan pengembangan pusat pelatihan zakat 
daerah. 

6. Kerjasama Strategis Untuk Pembinaan SDM Pengelola Zakat 
Kerjasama Multi  Stakeholders. Meningkatkan kerjasama antara 
pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam 
pengembangan SDM Pengelola zakat. 
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2.3.2. Isu dan Tantangan Wakaf 
Pembinaan wakaf di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dalam dua 
dekade terakhir, ditandai oleh pergeseran paradigma dari praktik  tradisional yang 
bersifat statis menjadi pengelolaan wakaf produktif  yang modern, profesional, dan 
terukur. Namun demikian, berbagai isu dan tantangan masih ditemukan, 
sebagaimana tercermin dari besarnya kesenjangan antara potensi wakaf yang 
tersedia dengan tingkat realisasi wakaf saat ini, di antaranya: 
1. Literasi Wakaf Nasional 

Pemetaan tingkat literasi wakaf nasional dilaksanakan di 32 provinsi dengan 
total responden 3.200 orang. Indikator -indikator  yang terdapat dalam Indeks 
Literasi Wakaf (ILW) dapat merepresentasikan pemahaman masyarakat 
terhadap wakaf secara presisi mulai dari tingkat dasar (basic knowledge) 
sampai ke tingkat lanjutan (advance knowledge). Terdapat 3 (tiga) kategori 
skoring yaitu rendah, moderat (sedang) dan tinggi. Berdasarkan hasil survey 
yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa secara nasional nilai tingkat Indeks 
literasi wakaf secara nasional mendapatkan skor 50.48 dan masuk dalam 
kategori rendah (BWI, 2020). Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Dasar sebesar 
57,67 dan Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Lanjutan sebesar 37,97. 

Namun demikian terdapat 4 Provinsi yang nilai ILW keseluruhannya 
berada pada kategori Menengah yaitu Gorontalo (skor tertinggi sebesar 
73,74), Papua (64,04), Bali (62,49) dan Sulawesi Tengah (62,28). Untuk ILW 
Pemahaman wakaf dasar terdapat 12 provinsi yang masuk dalam kategori 
menengah yakni 4 Provinsi sebelumnya ditambah Jawa Barat, DI Yogyakarta, 
Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kep. Riau 
dan Jawa Timur. Provinsi Riau mendapatkan skor ILW keseluruhan terendah 
diikuti Kalimantan Tengah dan DKI Jakarta. 

2. Gap antara potensi dan realisasi penghimpunan wakaf uang 
Kesenjangan dari angka potensi dan realisasi penghimpunan wakaf uang 
disebabkan oleh belum optimalnya tindak lanjut 17 sumber potensial wakaf 
uang yang menjadi dasar perhitungan 181 Triliun rupiah per tahun dengan 
rencana aksi yang terukur dan terstruktur. Beberapa sumber wakaf uang 
telah diimplementasikan dalam bentuk program seperti; Wakaf Calon 
Pengantin, Wakaf calon Jamaah Haji dan Wakaf Uang Pegawai ASN 
Kementerian dan Lembaga, Dana Abadi Perguruan Tinggi. Sementara lainnya 
masih belum optimal dilaksanakan, seperti Wakaf Pegawai BUMN, Wakaf 
Pekerja Swasta, Wakaf Laba Dividen BUMN, Wakaf Jamaah Umroh, Wakaf 
Pekerja Migran, Wakaf Diaspora, Wakaf Uang Nasabah LKSPWU, Wakaf Uang 
Masjid Raya/Besar/Agung, Dana Abadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 
Negeri (PTKIN), Dana Abadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta 
(PTKIS), Dana Abadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), Dana 
Abadi Mahasiswa, Dana Abadi Pesantren dan Dana Abadi Kemaslahatan 
BPKH. 

3. Lemahnya Tata Kelola nazhir 
Lemahnya Tata Kelola nazhir disebabkan rendahnya kompetensi sumber 
daya manusia pengelolaan wakaf. Hal ini dipengaruhi oleh komposisi nazhir 
yang masih didominasi oleh nazhir perseorangan sebesar 66 % dan belum 
memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) No. 47 
Tahun 2021. Laporan Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Wakaf Indonesia 
telah mensertifikasi 5830 asesi (peserta uji  kompetensi). Jumlah ini  tentu 
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masih belum ideal, jika dibandingkan jumlah nazhir keseluruhan, baik nazhir 
perseorangan, organisasi dan badan hukum. 

4. Fragmentasi Regulasi dan Kelembagaan. 
Meskipun regulasi sudah tersedia, pelaksanaanya masih terfragmentasi antar 
lembaga. Koordinasi antara Kementerian Agama, BWI, OJK dan LKS PWU 
seringkali belum optimal. Tidak adanya sistem pembinaan terpadu 
menyebabkan tumpang tindih dan kebijakan yang tidak sinkron. 

5. Keterbatasan Anggaran dan Sumberdaya. 
Pemenuhan hak pembinaan kepada nazhir seringkali terkendala dengan 
terbatasnya anggaran dan sumberdaya baik dari penyelenggara pembinaan 
maupun nazhir itu sendiri. 

6. Kurikulum  dan Modul Pembinaan Wakaf. 
Panduan Pembinaan yang terstruktur dan terukur seperti kurikulum dan 
modul belum tersedia, sehingga penyelenggara pembinaan melaksanakan 
pemenuhan hak pembinaan kepada nazhir berdasarkan interpretasi dan 
kemampuan yang tidak beragam. 

7. Keterbatasan Akses Pembelajaran 
Tersebarnya nazhir di berbagai provinsi dan Kabupaten/Kota menimbulkan 
kendala terhadap penyelenggaraan pembinaan, sehingga diperlukan 
alternatif  terhadap akses pembelajaraan bagi para nazhir yang murah, mudah, 
adaptif dan dapat diandalkan. 

2.4. Integrasi  dan Harmonisasi  Pembinaan  Zakat dan Wakaf 
2.4.1. Integrasi dan Harmonisasi Pembinaan Zakat 

Pembinaan zakat yang efektif memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan 
harmonis antar berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat 
maupun daerah. Integrasi dan harmonisasi bertujuan untuk menyatukan visi, 
memperkuat koordinasi, serta menyelaraskan kebijakan dan program 
pembinaan yang bersifat lintas kelembagaan. 

Beberapa aspek penting dalam integrasi dan harmonisasi pembinaan 
zakat antara lain: 
1. Penyelarasan Kebijakan Nasional dan Daerah 

a. Menyatukan arah kebijakan pembinaan zakat antara pemerintah 
pusat (Kementerian Agama, BAZNAS Pusat) dan pemerintah 
daerah (Kemenag daerah, BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota). 

b. Mendorong peraturan daerah (Perda) yang mendukung 
pelaksanaan pembinaan zakat berbasis kearifan lokal dan sesuai 
regulasi nasional. 

2. Koordinasi Lintas Lembaga Pengelola Zakat 
a. Menguatkan forum koordinasi antara BAZNAS, LAZ, dan lembaga 

lain melalui pembentukan kelompok kerja (POKJA) pembinaan 
zakat. 

b. Meningkatkan keterpaduan pelaporan dan evaluasi kinerja 
pembinaan zakat melalui sistem informasi terintegrasi (seperti 
SIMBA dan e-BAZNAS). 

3. Standardisasi Kurikulum  dan Modul Pembinaan 
a. Mengembangkan kurikulum pembinaan zakat yang menjadi 

rujukan bersama antara berbagai lembaga pelatihan, termasuk 
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, lembaga sertifikasi profesi, 
dan organisasi masyarakat. 
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b. Menjamin bahwa modul pembinaan yang digunakan telah 
disahkan oleh otoritas yang berwenang dan sesuai dengan standar 
nasional. 

4. Penguatan Konektivitas Program Pembinaan 
a. Mendorong sinergi antar program pembinaan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah, BAZNAS, LAZ, dan mitra non- 
pemerintah. 

b. Mewujudkan kalender kegiatan pembinaan zakat yang saling 
melengkapi, tidak tumpang tindih, dan memiliki jangkauan 
nasional. 

5. Pemanfaatan Teknologi untuk Integrasi Layanan Pembinaan 
a. Mengembangkan satu sistem informasi nasional yang menyatukan 

data SDM zakat, lembaga pengelola, aktivitas pembinaan, dan 
pelaporan hasil pembinaan. 

b. Menyediakan akses pelatihan digital berbasis aplikasi yang 
terbuka bagi seluruh pelaku zakat. 

6. Penetapan Standar Kompetensi dan Sertifikasi yang Seragam 
a. Menyusun dan menetapkan standar kompetensi nasional amil 

zakat melalui kerja sama antara Kementerian Agama, BNSP, dan 
lembaga pelatihan terkait. 

b. Menyediakan sistem sertifikasi yang dapat diakses secara nasional 
dan diakui lintas lembaga. 

Dengan penerapan integrasi dan harmonisasi secara menyeluruh, 
pembinaan zakat diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan 
berdampak luas. Upaya ini juga akan memperkuat ekosistem zakat nasional 
yang berbasis kolaborasi, akuntabilitas, dan transformasi digital. 

2.4.2. Integrasi dan Harmonisasi Pembinaan Wakaf 
Integrasi dan harmonisasi pembinaan wakaf merupakan langkah strategis 
untuk menciptakan ekosistem wakaf yang solid, profesional, dan 
berkelanjutan. Upaya ini dilakukan melalui sinergi antar instansi, 
penyelarasan regulasi, dan standarisasi kebijakan pembinaan yang berlaku 
secara nasional dan dapat diadaptasi oleh seluruh pemangku kepentingan. 

Adapun aspek-aspek utama integrasi dan harmonisasi pembinaan wakaf 
meliputi:  
1. Penyelarasan Regulasi dan Kebijakan Wakaf 

a. Menyusun kebijakan pembinaan wakaf yang sinkron antara 
Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian 
ATR/BPN, serta lembaga keuangan syariah. 

b. Mendorong pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan daerah 
yang mendukung penguatan pembinaan dan pengelolaan wakaf 
sesuai prinsip syariah dan aturan nasional. 

2. Penguatan Peran dan Kolaborasi Antar Lembaga Wakaf 
a. Mengaktifkan forum koordinasi antara BWI, nazhir wakaf, 

lembaga pendidikan, ormas Islam, dan sektor swasta. 
b. Membangun kemitraan strategis antara lembaga wakaf dengan 

perguruan tinggi, lembaga keuangan syariah, dan pelaku usaha 
dalam kegiatan pembinaan dan pemberdayaan aset wakaf. 

3. Standardisasi Kurikulum  Pembinaan dan Sertifikasi nazhir 
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a. Menetapkan kurikulum pembinaan nazhir wakaf yang 
terstandarisasi secara nasional dan dapat digunakan oleh berbagai 
lembaga pelatihan. 

b. Menyusun sistem sertifikasi nazhir berbasis kompetensi dan 
karakter, yang berlaku nasional dan diakui lintas kelembagaan. 

4. Integrasi Data dan Sistem Informasi Wakaf Nasional 
a. Mengembangkan sistem informasi wakaf yang terintegrasi 

(seperti SIWAK dan SAMAWI), mencakup data nazhir, aset wakaf, 
kegiatan pembinaan, dan pelaporan. 

b. Menyatukan sistem pelaporan dari berbagai lembaga agar dapat 
dimonitor secara nasional dan mendukung perumusan kebijakan 
yang berbasis data. 

5. Harmonisasi Program Pembinaan Wakaf Berkelanjutan 
a. Menyelaraskan program pembinaan nazhir dari berbagai instansi 

agar saling melengkapi dan tidak berjalan sendiri-sendiri. 
b. Menetapkan jadwal nasional pembinaan nazhir yang melibatkan 

lintas lembaga, baik pemerintah, non-pemerintah, maupun swasta. 
6. Pemanfaatan Teknologi untuk Pembinaan Terpadu 

a. Mengembangkan platform digital terpadu untuk pembinaan 
nazhir wakaf, mulai dari e-learning, modul pelatihan interaktif, 
hingga pelaporan dan konsultasi. 

b. Memberikan akses setara bagi nazhir di daerah terpencil melalui 
teknologi daring dan sistem pelatihan jarak jauh. 

7. Monitoring  dan Evaluasi Terpadu 
a. Menyusun sistem evaluasi nasional untuk menilai efektivitas 

pembinaan nazhir dan pengelolaan wakaf. 
b. Mengintegrasikan hasil evaluasi ke dalam kebijakan dan 

peningkatan kualitas pembinaan secara menyeluruh. 
Dengan adanya integrasi dan harmonisasi pembinaan wakaf, 

diharapkan tercipta sistem pembinaan yang inklusif, efisien, dan berdampak 
nyata bagi peningkatan kualitas nazhir serta optimalisasi manfaat wakaf 
untuk kemaslahatan umat dan pembangunan nasional. 



 

BAB III  
VISI, MISI, DAN STRATEGI PEMBINAAN ZAKAT DAN WAKAF 

 
3.1. Visi  Pembinaan  

Visi pembinaan zakat dan wakaf adalah terwujudnya sistem pembinaan zakat dan 
wakaf yang terstruktur, inklusif, kompeten, kolaboratif dan berkelanjutan guna 
memperkuat kapasitas pelaku zakat dan wakaf serta mewujudkan pengelolaan 
zakat dan wakaf yang profesional, produktif dan sesuai dengan prinsip  syariah serta 
regulasi nasional. 

3.2. Misi  Pembinaan  
Misi pembinaan zakat dan wakaf, antara lain: 
a. Membangun sistem pembinaan zakat dan wakaf berbasis kompetensi dan 

karakter dalam bentuk kurikulum pembinaan. 
b. Membangun kapasitas, profesionalisme, dan karakter SDM bidang perzakatan 

dan perwakafan untuk mendukung kesuksesan pengelolaan zakat dan wakaf 
berkelanjutan. 

c. Meningkatkan kolaborasi antar pelaku bidang perzakatan dan perwakafan 
dengan untuk mengoptimalkan pembinaan zakat dan wakaf. 

d. Mendorong digitalisasi pembinaan zakat dan wakaf untuk peningkatan 
efisiensi dan perluasan akses pembinaan. 

e. Menjamin keberlanjutan pengelolaan zakat dan wakaf melalui penguatan 
SDM bidang perzakatan dan perwakafan. 

3.3. Strategi  Pembinaan  Zakat dan Wakaf 
Strategi pembinaan zakat dan wakaf dirancang untuk mendukung visi dan misi 
pembinaan yang telah ditetapkan. Strategi ini mengintegrasikan pendekatan 
sistemik, partisipatif,  dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta dinamika 
sosial keagamaan dalam pengelolaan zakat dan wakaf. 
3.3.1. Strategi Pembinaan Zakat 

Strategi pembinaan zakat mencakup langkah-langkah sebagai berikut:  
1. Pengembangan Kurikulum Pembinaan Zakat Berbasis Kompetensi dan 

Syariah. 
a. Menyusun kurikulum pelatihan dan pembinaan zakat yang 

berbasis pada standar kompetensi nasional dan prinsip-prinsip 
syariah. 

b. Menyelaraskan kurikulum  dengan kebutuhan praktis pengelolaan 
zakat yang efektif dan berdaya guna di masyarakat. 

2. Peningkatan Kapasitas SDM Amil Zakat. 
a. Menyelenggarakan pembinaan berkala bagi amil zakat, baik dari 

sisi teknis pengelolaan maupun etika dan spiritualitas. 
b. Memberikan sertifikasi kompetensi kepada amil zakat melalui 

lembaga resmi yang diakui. 
3. Penguatan Kelembagaan Lembaga Pengelola Zakat. 

a. Mendorong lembaga pengelola zakat (BAZNAS, LAZ, dll) untuk 
menerapkan tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan. 

b. Memfasilitasi peningkatan kualitas layanan melalui 
pendampingan kelembagaan. 

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembinaan 
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a. Mengembangkan platform digital untuk pembinaan amil zakat, 
termasuk e-learning, sistem informasi zakat dan aplikasi 
manajemen zakat. 

b. Meningkatkan literasi digital di kalangan pengelola zakat agar 
mampu mengoptimalkan digitalisasi pembinaan. 

5. Penguatan Kolaborasi Multipihak. 
a. Membangun jejaring antara pemerintah, masyarakat, lembaga 

pendidikan, dan pelaku zakat untuk kolaborasi pembinaan 
berkelanjutan. 

b. Mendorong sinergi program pembinaan dengan sektor swasta dan 
dunia usaha melalui program CSR zakat. 

6. Monitoring  dan Evaluasi Program Pembinaan 
a. Menyusun indikator  kinerja pembinaan zakat secara nasional. 
b. Melakukan evaluasi berkala terhadap dampak pembinaan 

terhadap kualitas pengelolaan zakat dan pemberdayaan mustahik. 
 

3.3.2. Strategi Pembinaan Wakaf 
Strategi pembinaan wakaf difokuskan pada penguatan kelembagaan, 
peningkatan kapasitas nazhir, serta akselerasi pemanfaatan wakaf secara 
produktif dan profesional. Adapun strategi-strategi yang ditempuh adalah 
sebagai berikut: 
1. Penyusunan Kurikulum Pembinaan Wakaf yang Inklusif dan Berbasis 

Kompetensi 
a. Menyusun kurikulum pembinaan wakaf yang sesuai dengan 

prinsip -prinsip fiqh wakaf, regulasi nasional, dan kebutuhan 
aktual pengelolaan wakaf. 

b. Mengintegrasikan aspek manajerial, spiritualitas, dan 
kewirausahaan dalam kurikulum pembinaan nazhir wakaf. 

2. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme nazhir Wakaf 
a. Menyelenggarakan pelatihan teknis, manajerial, dan syariah 

secara berkala bagi para nazhir wakaf. 
b. Memberikan sertifikasi kompetensi kepada nazhir melalui kerja 

sama dengan lembaga pelatihan resmi dan otoritas wakaf. 
3. Penguatan Tata Kelola Lembaga Wakaf 

a. Mendorong penerapan prinsip good governance dalam 
pengelolaan wakaf, termasuk aspek transparansi, akuntabilitas, 
dan pelaporan keuangan. 

b. Memfasilitasi digitalisasi pelaporan dan pelacakan aset wakaf 
secara nasional. 

4. Pengembangan Wakaf Produktif  dan Inovatif  
a. Mendorong transformasi wakaf tradisional menjadi wakaf 

produktif yang berdampak ekonomi, sosial, dan spiritual. 
b. Menyusun model-model inovatif pengelolaan wakaf seperti wakaf 

saham, wakaf uang, dan wakaf berbasis teknologi. 
5. Digitalisasi Pembinaan dan Manajemen Wakaf 

a. Mengembangkan sistem informasi wakaf nasional yang 
terintegrasi untuk mendukung proses pembinaan, pemantauan, 
dan pelaporan. 
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b. Menyediakan platform e-learning dan aplikasi pembinaan nazhir 
untuk memperluas akses pelatihan. 

6. Peningkatan Kolaborasi dan Kemitraan Strategis 
a. Menjalin kemitraan antara pemerintah, lembaga wakaf, lembaga 

keuangan syariah, universitas, dan sektor swasta dalam 
pembinaan wakaf. 

b. Mendorong sinergi program pembinaan wakaf dengan program 
pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. 

7. Evaluasi dan Penjaminan Mutu Pembinaan 
a. Membangun sistem evaluasi kinerja pembinaan wakaf secara 

nasional untuk menilai dampak dan efektivitas. 
b. Menetapkan standar mutu pembinaan yang dapat dijadikan acuan 

oleh seluruh pemangku kepentingan. 
c. Klasifikasi Harta Benda Wakaf yang terdiri dari wakaf benda 

bergerak (seperti uang, surat berharga, hewan ternak, peralatan 
dan lainnya) serta wakaf benda tidak bergerak (seperti tanah dan 
bangunan). 

3.4. Indikator  Kinerja  Utama 
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur keberhasilan pembinaan 
zakat dan wakaf yang digunakan untuk menilai efektivitas program, kegiatan, serta 
pencapaian sasaran strategis. IKU ini bersifat kuantitatif dan kualitatif, serta 
menjadi acuan dalam proses monitoring dan evaluasi berkelanjutan. 
3.4.1. Indikator  Kinerja Utama Pembinaan Zakat 

Indikator Kinerja Utama pembinaan zakat disusun untuk mengukur capaian 
dari strategi-strategi pembinaan yang telah dirancang. Adapun indikator 
kinerja utamanya meliputi: 
1. Tersusunnya Kurikulum dan Modul Pembinaan Zakat yang 

terstandarisasi secara nasional. Indikator ini digunakan untuk 
mengukur keberhasilan dalam membangun sistem pembinaan yang 
sistematis, terukur, dan dapat digunakan secara nasional oleh seluruh 
lembaga dan pelaku zakat. 

2. Jumlah Amil Zakat yang telah tersertifikasi. Ini digunakan untuk 
mengukur peningkatan profesionalisme SDM zakat melalui sistem 
sertifikasi berbasis kompetensi. 

3. Jumlah Lembaga Zakat yang telah mendapat pembinaan. Ini digunakan 
untuk mengukur jangkauan dan efektivitas program pembinaan 
kelembagaan, baik oleh pemerintah maupun mitra strategis. 

4. Persentase Lembaga Pengelola Zakat yang menerapkan Tata Kelola yang 
Baik (Good Governance). Indikator ini digunakan untuk mengukur 
kualitas manajemen dan transparansi lembaga pengelola zakat. 

5. Jumlah Workshop Pembinaan Zakat yang diselenggarakan. Ini 
digunakan untuk mengukur intensitas dan keberlanjutan kegiatan 
pembinaan dalam setahun. 

6. Jumlah Penggunaan Platform Digital Pembinaan Zakat. Ini digunakan 
untuk mengukur tingkat adopsi teknologi digital dalam kegiatan 
pembinaan, baik dari sisi konten maupun akses. 
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7. Tingkat Kepuasan Peserta Pembinaan Zakat. Ini digunakan untuk 
mengukur persepsi dan manfaat yang dirasakan oleh peserta 
pembinaan. 

8. Persentase Lembaga Zakat yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi 
Nasional. Ini digunakan untuk mengukur konektivitas lembaga zakat 
dengan sistem data dan pelaporan nasional, seperti SIMBA (Sistem 
Informasi Manajemen BAZNAS). 

9. Jumlah Kolaborasi Pembinaan dengan Mitra Strategis. Ini digunakan 
untuk mengukur tingkat keterlibatan pihak eksternal dalam mendukung 
pembinaan zakat. 

10. Persentase Amil Zakat yang telah mendapatkan pembinaan karakter 
dan etika. Ini  digunakan untuk menilai sisi spiritual  dan moral dari SDM 
zakat, sejalan dengan prinsip syariah. 

3.4.2. Indikator  Kinerja Utama Pembinaan Wakaf 
Indikator Kinerja Utama (IKU) pembinaan wakaf bertujuan untuk menilai 
keberhasilan program dalam memperkuat kelembagaan, meningkatkan 
kompetensi nazhir, serta mendorong pemanfaatan wakaf secara produktif, 
profesional, dan sesuai prinsip syariah. Adapun indikator-indikator kinerja 
utamanya adalah sebagai berikut: 
1. Tersusunnya Kurikulum dan Modul Pembinaan Wakaf yang 

terstandarisasi secara nasional. Ini digunakan untuk mengukur 
keberhasilan dalam merancang sistem pembinaan wakaf yang 
sistematis dan dapat diimplementasikan oleh seluruh pelaku wakaf 
secara nasional. 

2. Jumlah nazhir Wakaf yang telah tersertifikasi. Ini digunakan untuk 
mengukur tingkat profesionalisme dan kapasitas SDM pengelola wakaf 
melalui sistem sertifikasi berbasis kompetensi. 

3. Jumlah Lembaga Wakaf yang mendapatkan pembinaan terstruktur. Ini 
digunakan untuk mengukur jangkauan pembinaan terhadap lembaga 
wakaf, baik skala lokal maupun nasional. 

4. Persentase Lembaga Wakaf yang mengimplementasikan Waqf Core 
Principle dan mendapatkan predikat Ȱ7ÁÊÁÒ Tanpa 0ÅÎÇÅÃÕÁÌÉÁÎȱ dalam 
pencatatan keuangan wakaf. Ini digunakan untuk menilai efektivitas 
pembinaan dalam mendorong prinsip good governance pada lembaga 
wakaf. 

5. Jumlah Workshop Forum Pembinaan nazhir yang diselenggarakan. 
Menggambarkan intensitas kegiatan pembinaan dalam satu periode 
waktu tertentu. 

6. Jumlah Penggunaan Sistem dan Aplikasi Digital untuk pembinaan dan 
pelaporan Wakaf. Ini digunakan untuk mengukur tingkat adopsi 
teknologi digital dalam pembinaan, manajemen aset, dan pelaporan 
wakaf. 

7. Jumlah Program Kolaboratif Pembinaan Wakaf dengan Mitra Strategis. 
Ini digunakan untuk mengukur sinergi yang dibangun dengan institusi 
lain dalam penguatan kapasitas nazhir dan pengelolaan aset wakaf. 

8. Jumlah Aset Wakaf Produktif yang dikelola oleh nazhir terbina. Ini 
digunakan untuk mengukur keberhasilan pembinaan dalam 
mengarahkan nazhir untuk mengelola wakaf secara produktif dan 
memberdayakan ekonomi umat. 
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9. Tingkat Kepuasan nazhir terhadap program pembinaan. Ini digunakan 
untuk mengukur efektivitas dan manfaat program pembinaan dari 
perspektif peserta. 

10. Jumlah Lembaga Wakaf yang terintegrasi dengan Sistem Informasi 
Wakaf Nasional (SIWAK dan SAMAWI). Ini digunakan untuk mengukur 
tingkat konektivitas kelembagaan dengan sistem pelaporan dan 
pembinaan yang terstandarisasi secara nasional. 



 

BAB IV 
STRATEGI DAN PILAR PEMBINAAN ZAKAT DAN WAKAF 

 
4.1. Strategi  dan Pilar  Pembinaan  Zakat dan Wakaf 

Strategi dan pilar pembinaan zakat dan wakaf dirancang untuk memperkuat 
fondasi kelembagaan, sumber daya manusia, serta sistem pembinaan yang adaptif 
dan berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan pentingnya tata kelola yang 
profesional, penguatan kapasitas pelaku, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi 
lintas sektor. Dengan strategi dan pilar yang terstruktur, diharapkan tercipta 
ekosistem zakat dan wakaf nasional yang inklusif, produktif, dan sesuai prinsip 
syariah serta regulasi yang berlaku 
4.1.1. Strategi dan Pilar Pembinaan Zakat 

Pembinaan zakat memerlukan pendekatan yang strategis dan berlandaskan 
pada pilar -pilar  utama yang mampu memperkuat kelembagaan, sumber daya 
manusia, serta tata kelola pengelolaan zakat secara nasional. Strategi ini 
disusun untuk mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen 
pemberdayaan umat dan alat pemerataan sosial yang sesuai prinsip syariah 
dan regulasi nasional. 
a. Strategi Pembinaan Zakat 

Strategi pembinaan zakat bertujuan untuk: 
1. Meningkatkan kompetensi dan integritas SDM zakat, khususnya 

para amil, melalui pelatihan berbasis standar kompetensi dan 
etika kerja Islam. 

2. Mengembangkan sistem dan kurikulum pembinaan zakat yang 
terstandarisasi dan dapat diimplementasikan secara nasional. 

3. Mendorong transformasi digital dalam pembinaan dan 
pengelolaan zakat, baik dalam aspek edukasi, pelaporan, maupun 
layanan kepada mustahik dan muzakki. 

4. Menguatkan sinergi antara pemangku kepentingan zakat, 
termasuk pemerintah pusat dan daerah, BAZNAS, LAZ, lembaga 
pendidikan, dan masyarakat. 

5. Meningkatkan kualitas layanan zakat melalui pemantauan, 
evaluasi, dan pemberian insentif kepada lembaga yang 
menunjukkan kinerja optimal. 

b. Pilar Pembinaan Zakat 
Untuk mewujudkan strategi di atas, pembinaan zakat didasarkan pada 
lima pilar utama sebagai fondasi sistemik: 
1. Pilar Regulasi dan Kebijakan 

a. Penguatan peraturan dan pedoman teknis pembinaan zakat 
yang terintegrasi antara pusat dan daerah. 

b. Penetapan standar nasional pembinaan amil dan 
kelembagaan zakat. 

2. Pilar SDM dan Kompetensi 
a. Pengembangan kompetensi amil melalui pendidikan, 

pelatihan, magang, dan sertifikasi profesi. 
b. Penanaman nilai-nilai integritas, amanah, dan 

profesionalisme dalam pelaksanaan tugas amil. 
3. Pilar Kelembagaan 
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a. Penguatan tata kelola lembaga zakat agar akuntabel, 
transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. 

b. Dukungan terhadap pembentukan unit-unit zakat berbasis 
komunitas dan digital. 

4. Pilar Teknologi dan Digitalisasi 
a. Penyediaan platform digital untuk pembinaan zakat seperti 

e-learning, sistem informasi zakat, dan aplikasi manajemen 
zakat. 

b. Integrasi data zakat nasional melalui sistem pelaporan real- 
time berbasis digital (contoh: SIMBA). 

5. Pilar Kolaborasi dan Inovasi 
a. Peningkatan kolaborasi lintas sektor dengan lembaga 

pendidikan, perbankan syariah, filantropi Islam, dan dunia 
usaha. 

b. Dukungan terhadap inovasi model distribusi zakat, seperti 
zakat produktif dan zakat berbasis komunitas. 

Kelima pilar ini menjadi pondasi penting untuk membangun 
sistem pembinaan zakat yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi 
juga responsif terhadap tantangan sosial-ekonomi umat serta 
perkembangan teknologi di era digital. 

4.1.2. Strategi dan Pilar Pembinaan Wakaf 
Pada Tahun 2024, telah diluncurkan Peta Jalan Wakaf Nasional 2024-2029 
yang disusun Bersama oleh Komite Nasional Keuangan dan Ekonomi Syariah 
(KNEKS), Kementerian Agama RI dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai 
acuan. 
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Sejalan dengan Peta Jalan wakaf nasional, Direktorat Pemberdayaan 
Zakat dan Wakaf Kementerian Agama merumuskan Arah Pengembangan 
Wakaf dalam 20 tahun ke depan (2025-2045) ke dalam 4 (empat) tahapan. 
Tahapan-tahapan tersebut yaitu: 
a. Tahap Penguatan Regulasi, Kelembagaan, Kapasitas dan Tata Kelola 

Wakaf (2025-2029) 
b. Tahap Akselerasi Transformasi Kualitas, Kinerja, Produktivitas dan 

Daya saing Lembaga Wakaf (2030-2035) 
c. Tahap Berdaya Saing Regional dan Global (2036-2040) 
d. Tahap Rujukan Filantropi  Islam Dunia (2041-2045) 

Mengacu pada kedua dokumen diatas dan menajamkan tahapan 
pertama yang ditetapkan sebagai Tahap Penguatan Regulasi, Kelembagaan, 
Kapasitas dan tata Kelola Wakaf 2025-2029, maka diperlukan Peta Jalan 
Pembinaan Wakaf Nasional 2025-2029 yang bertujuan untuk meningkatkan 
kualitas SDM dan optimalisasi lembaga wakaf. Strategi utama yang digunakan 
mencakup penguatan kompetensi nazhir, akreditasi lembaga, kolaborasi 
antar pemangku kepentingan, serta penguatan tata kelola wakaf produktif. 

Pembinaan wakaf berperan penting dalam mendorong optimalisasi 
potensi wakaf sebagai instrumen filantropi Islam yang mampu mendukung 
pembangunan sosial, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan umat. Untuk itu, 
strategi pembinaan wakaf disusun secara sistematis, dengan berorientasi 
pada kualitas nazhir, keberlanjutan aset, dan tata kelola yang transparan serta 
inovatif. 
a. Strategi Pembinaan Wakaf 

Strategi pembinaan wakaf meliputi  hal-hal berikut:  
1. Peningkatan kapasitas nazhir wakaf, melalui pelatihan, bimbingan 

teknis, sertifikasi kompetensi, dan pembinaan berjenjang yang 
terstruktur.  

2. Penguatan tata kelola dan kelembagaan wakaf, termasuk 
pembentukan SOP pengelolaan aset wakaf dan pelaporan 
keuangan syariah. 

3. Pengembangan kurikulum dan modul pembinaan wakaf yang 
terstandarisasi secara nasional, agar dapat digunakan oleh semua 
pihak yang berkepentingan dalam satu acuan. 

4. Pemanfaatan teknologi digital dalam pembinaan wakaf, mulai dari 
e-learning, sistem informasi wakaf (SIWAK), hingga pelaporan 
daring berbasis aplikasi. 

5. Peningkatan kolaborasi strategis dengan lembaga keuangan 
syariah, universitas, ormas Islam, dan dunia usaha, dalam 
pengembangan wakaf produktif dan wakaf inovatif. 

b. Pilar Pembinaan Wakaf 
Pembinaan wakaf bertumpu pada lima pilar utama yang saling 
menguatkan, yaitu: 
1. Pilar Regulasi dan Kebijakan 

a. Harmonisasi kebijakan pembinaan wakaf antara 
Kementerian Agama, BWI, pemerintah daerah dan 
penyelenggara negara lainnya. 

b. Penetapan standar pembinaan nazhir dan kelembagaan 
wakaf secara nasional. 
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2. Pilar SDM dan Profesionalisme nazhir 
a. Peningkatan kapasitas nazhir melalui pelatihan, pembinaan 

karakter, dan sertifikasi. 
b. Penyediaan insentif dan pengakuan terhadap nazhir yang 

berkinerja baik dan berdampak. 
3. Pilar Kelembagaan dan Tata Kelola 

a. Penguatan struktur organisasi lembaga wakaf untuk 
memastikan efektivitas pengelolaan aset. 

b. Penerapan prinsip good governance, transparansi, dan 
akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. 

4. Pilar Teknologi dan Sistem Informasi 
a. Digitalisasi proses pembinaan dan pelaporan aset wakaf 

secara nasional. 
b. Peningkatan akses pembinaan melalui platform digital yang 

inklusif dan mudah diakses oleh nazhir di berbagai daerah. 
5. Pilar Inovasi dan Kolaborasi 

a. Pengembangan model-model wakaf produktif seperti wakaf 
pertanian, wakaf saham, dan wakaf uang. 

b. Kemitraan lintas sektor untuk memperkuat pembinaan dan 
pemberdayaan aset wakaf secara berkelanjutan. 

Dengan strategi dan pilar yang kuat, pembinaan wakaf dapat 
diarahkan tidak hanya untuk memperbaiki kualitas pengelolaan, tetapi 
juga memperluas peran wakaf sebagai solusi nyata terhadap tantangan 
sosial dan ekonomi umat secara berkelanjutan. 

4.2. Pembinaan  Regulasi dan Kelembagaan 
Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan langkah krusial 
dalam menjawab tantangan rendahnya kompetensi, profesionalisme, dan 
kelembagaan pengelolaan wakaf di Indonesia. Fokus utama diarahkan pada 
peningkatan kapasitas nazhir, khususnya dalam menghadapi kompleksitas 
pengelolaan wakaf produktif dan wakaf uang yang menuntut keahlian teknis dan 
manajerial di bidang syariah, bisnis dan investasi. 
4.2.1. Peningkatan Standar Kompetensi Nazhir 

a. Menyusun dan memperkuat kurikulum pelatihan nazhir berbasis 
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), khususnya 
untuk pengelolaan wakaf produktif dan wakaf uang. 

b. Melakukan proses upskilling dan reskilling nazhir melalui pelatihan 
bersertifikat yang mencakup aspek fiqh wakaf, manajemen aset, 
investasi syariah, dan kewirausahaan sosial. 

c. Mendorong integrasi materi tentang audit syariah dan manajemen 
risiko  dalam pelatihan nazhir. 

4.2.2. Pengorganisasian Audit Syariah dan Akreditasi Nazhir 
a. Menetapkan sistem akreditasi kelembagaan nazhir, bekerja sama 

dengan BWI dan asosiasi nazhir, guna menilai kualitas manajemen, 
kepatuhan syariah, serta kemampuan pengembangan aset wakaf. 

b. Mengembangkan indeks tata kelola nazhir sebagai alat evaluasi dan 
dasar intervensi pembinaan berbasis kinerja. 

4.2.3. Mendorong Perkembangan Nazhir Lembaga dan Berbadan Hukum 
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a. Mengarahkan kebijakan pembinaan untuk memperkuat transformasi 
dari nazhir perorangan ke nazhir organisasi atau badan hukum agar 
pengelolaan lebih terstruktur, profesional dan dapat diaudit. 

b. Memberikan insentif dan kemudahan administratif bagi pembentukan 
nazhir lembaga, termasuk fasilitasi pendirian, sertifikasi, dan akses 
terhadap pendampingan teknis. 

c. Mempromosikan model kelembagaan nazhir berbasis komunitas, 
masjid, pesantren, atau kampus yang memiliki  legitimasi sosial dan basis 
jamaah yang kuat. 

4.2.4. Mendorong Program Kolaborasi Antar-Nazhir 
c. Memfasilitasi terbentuknya forum learning antar-nazhir untuk berbagi 

praktik baik (best practices), pengalaman dan inovasi pengelolaan 
wakaf produktif. 

d. Mendorong kolaborasi antar nazhir dengan Forum Wakaf Produktif, 
Asosiasi Nazhir Indonesia, PPAIW-KUA, BWI Perwakilan dan 
stakeholder perwakafan lainnya. 

e. Mendorong kolaborasi lintas-nazhir dalam proyek pengembangan aset 
wakaf skala besar, seperti wakaf pertanian, wakaf properti, atau wakaf 
pendidikan. 

f. Mengembangkan platform digital kolaboratif  bagi nazhir untuk integrasi 
informasi aset, sinergi pemanfaatan dana dan pengelolaan proyek 
bersama. 

Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah kompetensi dan 
profesionalisme nazhir saat ini, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem SDM 
wakaf yang berdaya saing, berintegritas, dan mampu menjadi motor penggerak 
wakaf produktif sebagai instrumen ekonomi umat. 

4.3. Program  Prioritas  Tahunan  2025 -2029  
Stakeholder 2025 2026 2027 2028 2029 

BWI 
Perwakilan 

Provinsi dan 
Kab/Kota 

Akreditasi dan 
sertifikasi 

nazhir 

Penguatan tata 
kelola nazhir 

Monitoring dan 
evaluasi 

efektivitas nazhir 

Pengembangan 
standar 

kompetensi 
nazhir 

Integrasi sistem 
pengawasan 

nazhir berbasis 
digital 

 
Nazhir 

Pelatihan dasar 
dan sertifikasi 

Implementasi 
sistem 

pelaporan 
keuangan 

Digitalisasi 
manajemen aset 

wakaf 

Penerapan 
standar 

internasional 

Evaluasi dan 
optimalisasi 

pengelolaan aset 

 
LKS-PWU 

Edukasi dan 
promosi wakaf 

uang 

Ekspansi 
jaringan 
penerima 

wakaf uang 

Pengembangan 
instrumen 

investasi syariah 

Digitalisasi 
transaksi wakaf 

uang 

Evaluasi dan 
peningkatan 
transparansi 
pengelolaan 

 
 

PPAIW/KUA 
Digitalisasi 
pendaftaran 
tanah wakaf 

Simplifikasi 
regulasi 

perwakafan 

Penyederhanaan 
administrasi 
wakaf tanah 

 
Penguatan sinergi 

dengan BPN 

Implementasi 
pendaftaran 
tanah wakaf 

berbasis 
blockchain 

 

 
ASSOSIASI 

 
Penguatan 

Kelembagaan 
Asosiasi 

 
Digitalisasi 

Data 
keanggotaan 

 
Fasilitasi 

Kolaborasi High 
Impact Project 

Pengembangan 
Standar 

Kelembagaan 
nazhir dan 

Wilayah Asosiasi 

Evaluasi dan 
Monitoring 

Kelembagaan 
nazhir yang 

telah 
menerapkan 

WCP 

Pemerintah 
Insentif pajak 
bagi wakif  dan 

nazhir. 

Kampanye 
nasional wakaf 

Penyusunan 
kebijakan 

afirmatif  wakaf 

Kolaborasi 
dengan sektor 

swasta 

Evaluasi dampak 
kebijakan 
terhadap 
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Stakeholder 2025 2026 2027 2028 2029 

 (Kemenkeu c.q. 
Dirjen Pajak) 
Penyusunan 

KKNI 
(Kementerian 

Agama) 

(Kementerian 
Agama) 

(Kementerian 
Agama) 

(Kementerian 
Agama BWI) 

pertumbuhan 
wakaf 

(Kementerian 
Agama) 

 

 

Tahun Strategi Inisiatif  Waktu Bentuk Kegiatan 
Penanggung 

Jawab 

2025 
Penyusunan kurikulum, modul, dan 
regulasi pembinaan; uji coba modul; 
pelatihan fasilitator 

Januari ɀ 
Desember 

2025 

FGD, lokakarya, penyusunan 
dokumen, pelatihan tatap 

muka 

Kementerian 
Agama 

2026 
Pelaksanaan pilot  project dan bimtek; 
penguatan fasilitator daerah 

Februari ɀ 
November 

2026 

Workshop regional, 
monitoring  implementasi 

Kementerian 
Agama 

2027 
Pengembangan platform e-learning 
dan pembinaan daring nasional 

Maret ɀ 
Desember 

2027 

Kelas daring, pengembangan 
LMS, webinar bersertifikat 

Kementerian 
Agama 

2028 
Pembentukan forum kolaborasi; 
perluasan wilayah dan integrasi data 
pembinaan 

Februari ɀ 
November 

2028 

Rapat koordinasi, forum 
nasional, penguatan sistem 

informasi 

Kementerian 
Agama 

2029 
Evaluasi nasional; revisi kebijakan; 
publikasi dan diseminasi hasil 
roadmap 

Januari ɀ 
Oktober 2029 

Evaluasi nasional, peninjauan 
ulang roadmap, publikasi 

dokumen 

Kementerian 
Agama 



 

BAB V 
RENCANA AKSI PEMBINAAN ZAKAT DAN WAKAF 

 
5.1. Rencana Aksi  Pembinaan  Zakat dan Wakaf 

Rencana aksi dari setiap program dan kegiatan pembinaan zakat dan wakaf 
meliputi tujuan-tujuan strategis (strategic goals), indikator, dan inisiatif strategis 
sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matriks Program dan Kegiatan Zakat 
Tahun Strategic Goals Outcomes (Indikator)  Strategic Inisiatif  

2025 Pembangunan sistem 
dan kerangka dasar 
pembinaan zakat 
nasional 

Tersusunnya kurikulum nasional, 
sistem pembinaan, dan regulasi 
teknis 

Penyusunan kurikulum, modul, 
dan perangkat  regulasi 
pembinaan zakat; Uji coba modul 
pembinaan di   wilayah 
percontohan;  Pelatihan 
fasilitator pembinaan zakat 
tingkat awal 

2026 Implementasi 
kurikulum  dan modul 
pembinaan berbasis 
tipologi  

50% wilayah prioritas  menerapkan 
program pembinaan terstandar 

Pelaksanaan pilot  project 
pembinaan di daerah prioritas 

2027 Ekspansi   program 
pembinaan dan 
sertifikasi berbasis 
kompetensi 

75% wilayah prioritas menerapkan 
program pembinaan terstandar; 
peningkatan jumlah amil 
tersertifikasi  dan pembinaan daring 
aktif  

Pengembangan platform e- 
learning, pembinaan daring; 
Perluasan implementasi modul 
pembinaan di wilayah tambahan 

2028 Penguatan 
kelembagaan dan 
jejaring kolaborasi 
multipihak  

100% wilayah priorita s menerapkan 
program pembinaan terstandar; 
terbentuknya forum kolaborasi dan 
implementasi platform pembinaan 
terintegrasi 

Pembentukan forum nasional 
pembinaan amil zakat dan 
integrasi mitra strategis; 
Finalisasi   cakupan   wilayah 
pembinaan dan penguatan 
sistem koordinasi daerah 

2029 Konsolidasi nasional 
dan evaluasi 
menyeluruh peta jalan 

Evaluasi dan penyempurnaan 
roadmap berbasis capaian dan 
umpan balik 

Evaluasi menyeluruh, revisi 
kebijakan, dan publikasi hasil 
peta jalan 
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5.2. Rencana Aksi  Pembin aan Wakaf 
Matriks Program dan Kegiatan Wakaf 

Tahun Strategic Goals Outcomes (Indikator)  Strategic Inisiatif  

 

 
2025 

Pembangunan sistem 
dan kerangka dasar 
pembinaan wakaf 

nasional 

Tersusunnya kurikulum  nasional, 
sistem pembinaan, dan regulasi 

teknis 

Penyusunan kurikulum, modul, 
dan perangkat regulasi 

pembinaan wakaf; Uji coba modul 
pembinaan di wilayah 

percontohan; Pelatihan fasilitator  
pembinaan wakaf tingkat awal 

 
2026 

Implementasi 
kurikulum  dan modul 
pembinaan berbasis 

tipologi  

50% wilayah prioritas  menerapkan 
program pembinaan terstandar 

Pelaksanaan pilot project 
pembinaan di daerah prioritas  

 
2027 

Ekspansi program 
sertifikasi dan 

pelatihan digital 
berbasis kompetensi 

75% wilayah prioritas  menerapkan 
program pembinaan terstandar; 

peningkatan jumlah nazhir  
tersertifikasi dan pembinaan 

daring aktif  

Pengembangan platform e- 
learning, pembinaan daring; 

Perluasan implementasi modul 
pembinaan di wilayah tambahan 

 

 
2028 

Penguatan 
kelembagaan dan 
jejaring kolaborasi 

multipihak  

100% wilayah prioritas 
menerapkan program pembinaan 
terstandar; terbentuknya forum 
kolaborasi dan platform integrasi 

data pembinaan 

Pembentukan forum nasional 
pembinaan wakaf dan integrasi 

mitra strategis; Finalisasi 
cakupan wilayah pembinaan dan 

penguatan sistem koordinasi 
daerah 

2029 
Konsolidasi nasional 

dan evaluasi 
menyeluruh peta jalan 

Evaluasi dan penyempurnaan 
roadmap berbasis capaian dan 

umpan balik 

Evaluasi menyeluruh, revisi 
kebijakan, dan publikasi hasil 

peta jalan 

5.3. Penanggung Jawab Utama dan Mitra  Kunci  
Penanggung Jawab Utama dan Mitra  Kunci Zakat 

Tahun Strategic Inisiatif  Waktu Bentuk Kegiatan 
Penanggung 

Jawab 

 
2025 

 
Penyusunan kurikulum,  modul, 

dan regulasi pembinaan; 

Januari ɀ 
Desember 

2025 

FGD, lokakarya, penyusunan 
dokumen, uji coba modul; 

pelatihan fasilitator 
pelatihan online,pelatihan 

tatap muka 

 
Kementerian 

Agama RI 

2026 
Pelaksanaan pilot  project dan 
bimtek; penguatan fasilitator 

daerah 

Februari ɀ 
November 

2026 

Workshop regional, 
monitoring  implementasi 

Kementerian 
Agama RI 

2027 
Pengembangan platform e- 

learning dan pembinaan daring 
nasional 

Maret ɀ 
Desember 

2027 

Kelas daring, pengembangan 
LMS, webinar bersertifikat 

Kementerian 
Agama RI 

2028 
Pembentukan forum 

kolaborasi; perluasan wilayah 
dan integrasi data pembinaan 

Februari ɀ 
November 

2028 

Rapat koordinasi, forum 
nasional, penguatan sistem 

informasi 

Kementerian 
Agama RI 

2029 
Evaluasi nasional; revisi 
kebijakan; publikasi dan 
diseminasi hasil roadmap 

Januari ɀ 
Oktober 2029 

Evaluasi nasional, peninjauan 
ulang roadmap, publikasi 

dokumen 

Kementerian 
Agama RI 

Penanggung Jawab Utama dan Mitra  Kunci Wakaf 
Tahun Strategic Inisiatif  Waktu Bentuk Kegiatan Penanggung Jawab 

 
2025 

Penyusunan kurikulum, 
modul, dan regulasi 

pembinaan; uji  coba modul; 
pelatihan fasilitator 

Januari ɀ 
Desember 

2025 

FGD, lokakarya, 
penyusunan dokumen, 
pelatihan tatap muka 

Kementerian Agama, 
BWI, Asosiasi, Ahli 

Perencana Keuangan 
Syariah, Perguruan 

Tinggi 

 

 
2026 

 
Pelaksanaan pilot  project 
dan bimtek; penguatan 

fasilitator daerah 

 
Februari ɀ 
November 

2026 

Workshop regional, 
pelatihan lapangan, 

monitori ng 
implementasi 

Kementerian Agama, 
BWI Wilayah, Lembaga 
Pembinaan, Asosiasi, 

Ahli Perencana 
Keuangan Syariah, 
Perguruan Tinggi 
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Tahun Strategic Inisiatif  Waktu Bentuk Kegiatan Penanggung Jawab 

2027 
Pengembangan platform e- 
learning dan pembinaan 

daring nasional 

Maret ɀ 
Desember 

2027 

Kelas daring, 
pengembangan LMS, 
webinar bersertifikat  

Kementerian Agama, 
BWI, Pengembang 
Platform Digital 

 

 
2028 

Pembentukan forum 
kolaborasi; perluasan 

wilayah dan integrasi data 
pembinaan 

 
Februari ɀ 
November 

2028 

Rapat koordinasi, 
forum nasional, 

penguatan sistem 
informasi 

Kementerian Agama, 
BWI, Asosiasi, Asosiasi, 

Ahli Perencana 
Keuangan Syariah, 

Perguruan Tinggi, Mitra 
Daerah 

 
2029 

Evaluasi nasional; revisi 
kebijakan; publikasi dan 
diseminasi hasil roadmap 

Januari ɀ 
Oktober 

2029 

Evaluasi nasional, 
peninjauan ulang 

roadmap, publikasi 
dokumen 

Kementerian Agama, 
BWI, Tim Evaluasi 

Roadmap 



 

BAB VI 
IMPLEMENTASI PEMBINAAN ZAKAT DAN WAKAF 

 
6.1. Implementasi  Pembinaan  Zakat 

Implementasi pembinaan zakat merupakan wujud nyata dari pelaksanaan strategi, 
program, dan kebijakan yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan ini 
melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional hingga daerah, 
dengan sasaran pembinaan yang mencakup lembaga-lembaga pengelola zakat yang 
beroperasi di seluruh Indonesia. Koordinasi yang sinergis antara pelaku pembinaan 
dan sasaran pembinaan menjadi kunci keberhasilan sistem pembinaan yang efektif, 
berkelanjutan, dan berdampak. 
6.1.1. Pelaku Pembinaan 

Pelaku pembinaan zakat merupakan institusi atau organisasi yang memiliki 
kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya untuk melaksanakan fungsi 
pembinaan. Adapun pelaku utama pembinaan zakat meliputi: 
a. Kementerian Agama Republik Indonesia. 

Sebagai regulator dan pembina utama bidang keagamaan, Kementerian 
Agama bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, menyusun 
pedoman pembinaan, dan mengawasi pelaksanaan pembinaan zakat di 
tingkat nasional. Kementerian Agama juga berperan dalam 
pengembangan kurikulum pembinaan, sertifikasi amil, dan fasilitasi 
pelatihan. 

b. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). 
BAZNAS memiliki peran sentral dalam mengkoordinasikan pembinaan 
kelembagaan dan SDM amil zakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. 
Selain itu, BAZNAS juga mengembangkan sistem informasi zakat 
nasional dan menyediakan instrumen digital untuk mendukung 
pembinaan dan pelaporan. 

c. Pemerintah Provinsi. 
Pemerintah Provinsi melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama dan 
BAZNAS Provinsi turut  serta dalam melaksanakan pembinaan terhadap 
lembaga zakat di wilayahnya, dengan memperhatikan konteks lokal dan 
kebutuhan daerah. 

d. Pemerintah Kabupaten/Kota. 
Pemerintah Kabupaten/Kota berperan dalam pelaksanaan teknis 
pembinaan kepada BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ setempat. 
Kegiatan pembinaan mencakup fasilitasi pelatihan, monitoring  kegiatan 
zakat, serta dukungan anggaran dan kelembagaan. 

e. Asosiasi Bidang Perzakatan. 
Asosiasi seperti Forum Zakat (FOZ) dan organisasi profesi lainnya 
mendukung pembinaan melalui penyusunan standar etika profesi, 
penyelenggaraan pelatihan, serta pembentukan jejaring kolaboratif 
antara-LAZ dan amil zakat. Peran asosiasi penting dalam meningkatkan 
mutu dan integritas lembaga zakat secara kolektif. 

6.1.2. Sasaran Pembinaan 
Sasaran pembinaan zakat merupakan lembaga-lembaga pengelola zakat yang 
secara langsung menerima program, materi, dan kebijakan pembinaan. 
Sasaran ini  dibina untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat yang 
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profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip  syariah. Sasaran pembinaan 
meliputi:  
a. BAZNAS Provinsi. 

Sebagai representasi BAZNAS di tingkat provinsi, BAZNAS Provinsi 
merupakan sasaran utama pembinaan dalam hal tata kelola, 
peningkatan kapasitas SDM, pelaporan keuangan, serta penggunaan 
teknologi digital. 

b. BAZNAS Kabupaten/Kota. 
Lembaga ini menjadi ujung tombak pelaksanaan program zakat di 
tingkat lokal. Pembinaan diarahkan pada penguatan kelembagaan, 
pemahaman regulasi, pengembangan program pemberdayaan 
mustahik, serta integrasi dengan sistem informasi nasional. 

c. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional. 
LAZ Nasional memiliki jangkauan program yang luas. Pembinaan 
terhadap LAZ Nasional meliputi harmonisasi regulasi, pembaruan 
kurikulum, penguatan pelaporan syariah, serta peningkatan inovasi 
dalam pengumpulan dan distribusi zakat. 

d. LAZ Provinsi. 
LAZ yang beroperasi di tingkat provinsi  merupakan sasaran pembinaan 
dalam konteks peningkatan manajemen organisasi, pelatihan SDM amil, 
dan dukungan terhadap program zakat lokal yang inovatif dan 
produktif.  

e. LAZ Kabupaten/Kota. 
Sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat, LAZ Kabupaten/Kota 
dibina untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara 
akuntabel, sesuai dengan prinsip  syariah, dan berdampak langsung pada 
pemberdayaan masyarakat setempat. 

6.2. Implementasi  Pembinaan  Wakaf  
Implementasi pembinaan wakaf merupakan langkah konkret dalam mewujudkan 
sistem pembinaan yang terstruktur,  kolaboratif, dan berkelanjutan. Pelaksanaan ini 
melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari tingkat pusat hingga daerah, yang 
memiliki peran penting dalam mendukung profesionalisme, tata kelola, dan 
pemberdayaan aset wakaf. Kolaborasi antarlembaga menjadi kunci dalam 
memperluas cakupan pembinaan serta memperkuat peran wakaf dalam 
pembangunan nasional. 
6.2.1. Pelaku Pembinaan 

Pelaku pembinaan wakaf adalah institusi yang memiliki otoritas, kapasitas, 
atau peran pendukung dalam membina, memfasilitasi, dan mengawasi 
pelaksanaan pengelolaan wakaf sesuai dengan prinsip  syariah dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Adapun pelaku utamanya meliputi: 
a. Kementerian Agama Republik Indonesia 

Sebagai regulator utama dalam bidang keagamaan, Kementerian Agama 
bertugas menyusun kebijakan, pedoman teknis, serta regulasi 
pembinaan wakaf. Kementerian juga menyelenggarakan pelatihan dan 
sertifikasi bagi nazhir serta mengembangkan sistem informasi wakaf 
nasional (seperti SIWAK). 

b. Badan Wakaf Indonesia (BWI) 
BWI merupakan lembaga independen yang memiliki mandat untuk 
mengembangkan dan membina pengelolaan wakaf di Indonesia. BWI 
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berperan dalam menyusun standar nazhir, memberikan pembinaan 
kelembagaan wakaf, mengembangkan wakaf produktif, serta 
membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak. 
Pemerintah Provinsi 
Pemerintah Provinsi, melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama dan 
perwakilan BWI wilayah, berperan dalam melaksanakan kebijakan 
pembinaan di daerah, termasuk fasilitasi kegiatan pelatihan, pendataan 
nazhir, dan penguatan kelembagaan wakaf provinsi. 

c. Pemerintah Kabupaten/Kota 
Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota memfasilitasi pembinaan 
kepada nazhir lokal, termasuk penyuluhan, pelatihan teknis, penguatan 
kelembagaan, dan integrasi data aset wakaf dalam sistem informasi. 
Pemerintah juga dapat menyediakan dukungan anggaran dan regulasi 
lokal yang mendukung pengelolaan wakaf. 

d. Asosiasi Bidang Perwakafan 
Organisasi profesi, jaringan nazhir, dan asosiasi seperti Forum nazhir 
Wakaf dan lembaga sejenis memiliki peran penting dalam meningkatkan 
kapasitas nazhir melalui pelatihan, pendampingan, serta standarisasi 
tata kelola. Asosiasi juga menjadi jembatan antara pelaku wakaf dan 
mitra potensial dari sektor lain (perbankan, pendidikan, swasta, dll). 

6.2.2. Sasaran Pembinaan 
Sasaran pembinaan wakaf adalah pihak-pihak yang secara langsung 
menerima manfaat dari program, kebijakan, dan kegiatan pembinaan yang 
diselenggarakan oleh pelaku pembinaan. Sasaran ini merupakan aktor 
strategis dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf, sehingga peningkatan 
kapasitas, pemahaman regulasi, serta kemampuan tata kelola menjadi aspek 
penting yang dibina secara berkelanjutan. 

Adapun sasaran pembinaan wakaf meliputi:  
a. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan 

1. BWI Perwakilan Provinsi. 
Merupakan perpanjangan tangan BWI Pusat di tingkat provinsi 
yang berfungsi melakukan pembinaan, pendampingan, dan 
pengawasan pengelolaan wakaf di wilayahnya. Pembinaan 
diarahkan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas 
sumber daya manusia, serta integrasi program-program nasional 
wakaf produktif. 

2. BWI Perwakilan Kabupaten/Kota. 
Unit ini menjadi ujung tombak pembinaan wakaf di tingkat lokal. 
Pembinaan difokuskan pada pendataan aset wakaf, fasilitasi 
sertifikasi tanah wakaf, pendampingan kepada nazhir, serta 
kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga keuangan 
syariah. 

b. Nazhir (Pengelola Wakaf) 
1. Nazhir Perseorangan. 

Merupakan individu yang ditunjuk secara sah untuk mengelola 
harta benda wakaf. Sasaran pembinaan diarahkan pada 
peningkatan pemahaman fiqh wakaf, manajemen aset, pelaporan 
























































